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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat
dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah Setda Maluku Tahun 2021 telah selesai disusun.

LKIP Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2021 disusun
sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun
anggaran 2021 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2021 ini disusun
untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja pelaksanaan program dan
kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang
tertuang pada Rencana Strategis Biro Pemerintahan Tahun 2019 — 2024 yang mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019 —
2024

Dengan terwujudnya Laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih
kepada Bapak Gubernur Maluku, Wakil Gubernur Maluku dan Sekretaris Daerah Provinsi
Maluku yang telah mendukung sepenuhnya penyelenggaraan tugas-tugas Biro Pemerintahan
dan Otonomi Daerah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Maluku
secara efektif, sustainable dan transparan . Semoga LKIP Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah Setda Maluku Tahun 2021 ini dapat bermanfaat dan menjadi evaluasi untuk

meningkatkan kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada masa mendatang.

Ambon, Maret 2022

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
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EXECUTIVE SUMMARY
(IKHTISAR EKSEKUTIF)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diawali dengan
TAP/MPR Nomor XI 1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN)
merupakan bentuk nyata implikasi dan konsekuensi logis terhadap fungsi kontrol

penyelenggaraan pemerintahan sampai saat ini.

Sistem ini dibangun dan dikembangkan dalam perwujudan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan
dan program yang dipercayakan pada setiap instansi pemerintahan berdasarkan suatu sistem
akuntabilitas yang memadai guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab serta bebas dari

tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku secara periodik
mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategik organisasi yang dituangkan
melalui LKIP dan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat
pendorong terwujudnya good governance, sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Maluku
dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, agar mampu
menerjemahkan berbagai kebijakan pemerintahan pusat dan daerah, serta mengartikulasi dan
mengagregasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan
pembangunan, guna meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan daerah serta meningkatkan

kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2021, Program dan Kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah Setda Maluku yang bersumber dari APBD, terdiri dari 2 (dua) program, 7 (tujuh)
kegiatan dan 14 (Empat Belas) Sub Kegiatan. Secara rinci program dan jumlah kegiatan

dimaksud sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan kegiatan:
1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah
- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
undangan
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

LKIP Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Maluku Tahun 2021



Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung

Gedung Kantor atau Bangunan Lainya

b. Program Pemerintahan dan otonomi Daerah, dengan kegiatan :

1.

Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan

- Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum

- Fasilitasi Penataan Wilayah

Kegiatan Pelaksanaan dan Otonomi Daerah

- Fasilitasi Administrasi Kepala daerah dan DPRD

- Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
- Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah

- Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah

- Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta

- Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Secara umum, permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan program dan

kegiatan selama Tahun Anggaran 2021 masih sama dengan tahun 2020 antara lain, kurangnya
kesadaran pemerintah Kabupaten/ Kota dalam menyampaikan LPPD tepat waktu, kurangnya
Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sehingga berakibat
pada daya dukung administrasi kurang optimal, namun demikian Biro Pemerintahan dan
otonomi Daerah Setda Maluku terus berusaha mengoptimalkan kinerjanya, sehingga pada
akhirnya dapat menyelesaikan seluruh kegiatan yang ada secara maksimal dengan predikat
analisa efisiensi dan efektifitas kinerja Biro Pemerintahan dan otonomi Daerah Setda Maluku
tahun 2021 adalah “Sangat Memuaskan “ karena mampu menggunakan input (dana) yang
lebih kecil dari rencana yang ditetapkan, namun menghasilkan output (keluaran) dan outcome

(hasil) sesuai target (rencana) yang telah ditetapkan. Dengan kata lain Biro Pemerintahan dan
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otonomi Daerah, Pemerintahan telah mampu melaksanakan program dan kegiatan dengan
“Sangat Efektif dan Efisien”.

Demikian Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif) LKIP Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah Setda Maluku Tahun Anggaran 2021 sebagai pengantar dalam memberikan gambaran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara terukur dan akuntabel. Sekian dan terima kasih.

Ambon, Maret 2022

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Zof Setda Maluku,

o

Pémbina Tk.I
NIP. 19690906 198902 1 002
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan
demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu
keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat
penting tersebut, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang akan
menjamin kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran. Perencanaan
pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia.

Penyusunan SAKIP didasarkan pada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya.
Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP).

Penyusunan LKIP Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah berpedoman pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada
dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-
2024, Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja serta mempertimbangkan Visi dan Misi Kepala
Daerah, keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini sebagai instrumen
penggambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun tahun
2021. Program-program dan kegiatannya merupakan implementasi dari Visi dan Misi
Pemerintah Daerah Provinsi Maluku sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan
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Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2019-2024. Selain

sebagai media untuk mengomunikasikan pencapaian kinerja Biro dalam satu tahun

anggaran, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 ini juga sebagai bentuk

pertanggungjawaban kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Gubernur Maluku

selaku penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan kegiatan analisis kinerja dan

hasil analisis yang digunakan untuk menilai atau melihat keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan.

LKIP memiliki 2 (dua) fungsi utama yang juga merupakan maksud penyusunan dan

penyampaian LKIP oleh setiap instansi pemerintah, yaitu :

1. Sebagai sarana masukan bagi Pemerintah Daerah untuk menyampaikan
pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (DPRD dan
Masyarakat);

2. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja instansi untuk memperbaiki
kinerja di masa datang.

Tujuan

Tujuan penyusunan LKIP Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku tahun

2021 dapat ditinjau dari 2 (dua) pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Akuntabilitas Kinerja Bagi Keperluan Eksternal Organisasi.

Menjadikan LKIP Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun
2021 sebagai bahan masukan untuk menyusun LKIP Pemerintah Provinsi Maluku
dan sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Maluku atas
capaian kinerja dalam tahun 2021 yang merujuk pada Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran Strategik telah dicapai selama tahun 2021.

Pendekatan Manajemen Kinerja Bagi Keperluan Internal Organisasi.
Menjadikan LKIP Biro Pemerintahan dan otonomi Daerah Setda Maluku Tahun
2021 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja instansi bagi upaya perbaikan

kinerja di masa datang.
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1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dibentuk Berdasarkan Peraturan Gubernur
Provinsi Maluku Nomor 33 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku, Biro Pemerintahan
dan Otonomi Daerah merupakan unsur staffing, dan kedudukannya berada di dalam
Sekretariat Daerah mempunyai tugas : “"Membantu Asisten pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan kebijakan daerah, pengkoordinasian
pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja

sama”

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Setda Maluku mempunyai fungsi:

a) Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan
kerja sama;

b) Penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;

c) Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan,
otonomi daerah dan kerja sama dan

d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat.

1.3.2 Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Biro Pemerintahan dan Otonomi

Daerah Setda Provinsi Maluku

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di
Lingkungan Sekretariat Daerah provinsi Maluku, uraian tugas Biro pemerintahan dan

Otonomi Daerah Setda Maluku sebagai berikut:

a. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Maluku
mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam
menetapkan dan menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama sesuai
dengan ketentuan yang berlaku untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

LKIP Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Maluku Tahun 2021



Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

1.

10.

11.

Menetapkan program kerja di lingkup Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
berdasarkan rencana strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkup Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah Setda Maluku sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan
pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

Membina bawahan di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku
dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar
diperoleh kinerja yang diharapkan;

Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Biro Pemerintahan dan
Otonomi Daerah Setda Maluku sesuai dengan tugas dan tanggung jawab,
permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan
kelancaran pelaksanaan tugas;

Menetapkan penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi
daerah dan kerjasama sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

Menetapkan penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di
bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Menetapkan penyelenggaraan layanan ketatausahaan di lingkup Biro Pemerintahan
dan Otonomi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas;

Menetapkan penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama sesuai dengan ketentuan yang
berlaku untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas;

Mengawasi penyelenggaraan layanan ketatausahaan di lingkup Biro Pemerintahan dan
Otonomi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas;

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkup Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja; dan
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12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Biro Pemerintahan Setda Maluku membawahi 3 Bagian yaitu

1) Bagian Pemerintahan

2) Bagian Otonomi Daerah

3) Bagian Kerjasama

. Bagian Pemerintahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan penyiapan

bahan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi

pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha Sesuai

ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

1.

Menyusun rencana operasional di Bagian Pemerintahan berdasarkan program kerja
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bagian Pemerintahan sesuai tugas
pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan
secara efektif dan efisien;

Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkup Bagian Pemerintahan sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;

Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bagian Pemerintahan secara berkala
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja
yang diharapkan;

Merumuskan penyiapan bahan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan
dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Merumuskan penyiapan bahan pengoordinasian kebijakan daerah di bidang
administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan
tata usaha untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Merumuskan penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan

umum dan tata usaha untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
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10.

11.

12.

. Merumuskan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah,
pemerintahan umum dan tata usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;

. Merumuskan penyelenggaraan layanan ketatausahaan, pembinaan organisasi,

ketatalaksanaan, sumber daya aparatur, Perencanaan diklat dan analisis jabatan di
lingkup Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Maluku sesuai
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bagian Pemerintahan dengan
cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkup Bagian Pemerintahan sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan penyiapan

bahan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi kepala

daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan, serta evaluasi

dan penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai

target/capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

1.

Menyusun rencana operasional Bagian Otonomi Daerah berdasarkan program kerja
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bagian Otonomi Daerah sesuai
tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
berjalan secara efektif dan efisien;

Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkup Bagian Otonomi Daerah sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan

tugas;
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4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bagian Otonomi Daerah secara berkala
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja
yang diharapkan;

5. Merumuskan penyiapan bahan kebijakan daerah di bidang administrasi kepala daerah
dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan, evaluasi dan
penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku kelancaran
pelaksanaan tugas;

6. Merumuskan penyiapan bahan pengoordinasian kebijakan daerah di bidang
administrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan
urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan secara efektif dan akuntabel;

7. Merumuskan penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang administrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan
penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan
akuntabel;

8. Merumuskan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang administrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi
daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

9. Merumuskan pelaksanaan koordinasi penyusunan data, informasi dan dokumentasi di
bidang otonomi daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan efektif dan efisien;

10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bagian Otonomi Daerah dengan
cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;

11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkup Bagian Otonomi Daerah sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Bagian Kerjasama mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerjasama antar pemerintah, kerjasama badan
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usaha/swasta, serta evaluasi pelaksanaan kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku

untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

1. Menyusun rencana operasional Bagian Kerja Sama berdasarkan program kerja Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di Bagian Kerjasama sesuai tugas pokok dan
tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara
efektif dan efisien;

3. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkup Bagian Kerjasama sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;

4. Menyedia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bagian Kerja Sama secara berkala
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja
yang diharapkan;

5. Merumuskan penyiapan bahan kebijakan daerah di bidang kerjasama antar
pemerintah, kerjasama badan usaha/ swasta, evaluasi pelaksanaan kerja Sama sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara
efektif dan efisien;

6. Merumuskan penyiapan bahan pengoordinasian kebijakan daerah di bidang Kerjasama
antar pemerintah, kerjasama badan usaha/ swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

7. Merumuskan penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang kerja sama antar pemerintah, kerjasama badan usaha/ swasta, evaluasi
pelaksanaan kerja sama sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

8. Merumuskan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerjasama badan usaha/ swasta,
evaluasi pelaksanaan kerja sama sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan efisien;

9. Merumuskan pelaksanaan koordinasi penyusunan data, informasi dan dokumentasi di
bidang kerja sama antar pemerintah, kerjasama badan usaha/ swasta, serta evaluasi
pelaksanaan kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas;
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10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bagian Kerja Sama dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;

11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkup Bagian Kerjasama sesuai dengan tugas
yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

1.3.3 Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 33 tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah
Provinsi Maluku, Susunan Organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah terdiri atas:
a. Kepala Biro;
b. Bagian Pemerintahan, terdiri atas :
1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah;
2) Sub Bagian Pemerintahan Umum; dan
3) Sub Bagian Tata Usaha.
c. Bagian Otonomi Daerah, terdiri atas :
1) Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
2) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan; dan
3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
d. Bagian Kerjasama, terdiri atas :
1) Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintah;
2) Sub Bagian Kerjasama Badan Usaha/Swasta; dan
3) Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama.
Struktur Organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku dapat dilihat

pada bagan sebagai berikut :
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Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA

PROVINSI MALUKU

(Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 33 Tahun 2020)

Kepala Biro

Kepala Bagian
Pemerintahan

Kepala Bagian

Otonomi Daerah

Kepala Bagian
Kerjasama

Kasubag Administrasi
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Fasilitasi Penataan

Kasubag Administrasi
Kepala Daerah dan

Wilayah DPRD
Kasubag
Kasubag Pengembangan

Pemerintahan Umum

Otonomi daerah dan
Penataan Urusan

Kasubag Tata Usaha
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1.4 Sumber Daya Organisasi

Kasubag Kerjasama
Antar Pemerintah

Kasubag Kerjasama
Badan Usaha/Swasta

Kasubag Evaluasi
Pelaksanaan
Kerjasama

Sumber Daya manusia pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Maluku

diklasifikasikan berdasarkan status kepegawaian, jenis kelamin, eselon, golongan dan

pendidikan. Komposisi pegawai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
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Tabel 1.1.

Sumber Daya Aparatur menurut Status Kepegawaian

Status Kepegawaian Keterangan
Jumlah Pegawai PNS Honorer
1 2 3 4
36 24 12 1 PNS diperbantukan
ke Bawaslu

Sumber Data : Bezetting Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Maluku 2021

Tabel 1.2.
Sumber Daya Aparatur menurut Jenis Kelamin
Jumlah PNS Honorer Keterangan
Pegawai . . . -
Pria Wanita Pria Wanita
1 2 3 4 5 6
36 10 14 6 6 1 PNS
diperbantukan ke
Bawaslu

Sumber Data : Bezetting Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Maluku 2021

Tabel 1.3.
Sumber Daya Aparatur menurut Eselonisasi
Eselonisasi
Jumlah PNS Keterangan
II III IV Staf
1 2 3 4 5 6
24 1 3 11 PNS diperbantukan
berstatus staf

Sumber Data : Bezetting Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Maluku 2021

Tabel 1.4.
Sumber Daya Aparatur menurut Pangkat/Golongan Ruang

Pangkat/Golongan Ruang

Jumlah PNS Keterangan
v III II I
1 2 3 4 5 6
23 5 17 1 - PNS diperbantukan

berpangkat III/c

Sumber Data : Bezetting Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Maluku 2021

LKIP Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Maluku Tahun 2021




Tabel 1.5.
Sumber Daya Aparatur menurut Pendidikan

Jumlah Pendidikan
Keterangan
PNS S2 S1 | Diploma | SMA | SMP

1 2 3 4 5 6 7

25 6 10 3 6 - PNS
diperbantukan
berpendidikan

Sarjana

Sumber Data : Bezetting Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Maluku 2021

1.5 Isu Strategis

Permasalahan utama penyelenggaraan pemerintahan yang dihadapi Biro

Pemerintahan dan otonomi Daerah Setda Maluku adalah berkaitan dengan belum

terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan implementasi otonomi

daerah secara baik yang dilihat pada aspek pengorganisasian dan ketatalaksanaan/
administrasi serta sumber daya aparatur. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan
fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku, terdapat beberapa isu
strategis yang dapat dijadikan sebagai fokus perhatian dalam penetapan sasaran
strategis yang diwujudkan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Biro

Pemerintahan. Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

1. Penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah dalam
melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota dan penguatan sistem
dan tata kelola administrasi penyelenggaraan pemerintahan.

2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta supervisi terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota terkait Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM merupakan pemenuhan jenis
pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
Percepatan penerapan SPM merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional
yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari Pemerintahan Daerah dan

harus diintegrasikan di dalam penyusunan dokumen perencanaan.
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4. Peningkatan tertib administrasi kewilayahan dan upaya validitas data wilayah
administrasi pemerintahan
1.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
ditetapkan penyesuaian sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP).

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2021, adalah sebagai berikut :
Ikhtisar Eksekutif
Pada bagian menyajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis, sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran tersebut,
kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya, serta langkah-langkah antisipatif
untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN
Meliputi latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LKIP, tugas pokok
dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku, secara
ringkas profil Biro dan aspek strategis organisasi Biro Pemerintahan Setda
Maluku.

BAB II Perencanaan Kinerja,
Pada bab ini diuraikan tentang rencana kerja dan ringkasan/ ikhtisar perjanjian
kinerja Tahun 2021 serta indikator keberhasilan pencapaiannya.

BAB III Akuntabilitas Kinerja
Meliputi gambaran tentang capaian kinerja organisasi/ evaluasi dan analisis
akuntabilitas kinerja pada setiap pernyataan kinerja sasaran strategis,
termasuk akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi
anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB IV Penutup
Meliputi kesimpulan umum tentang pembahasan pada akuntabilitas kinerja
dan berbagai masalah/hambatan yang dihadapi dalam mencapai kinerja
instansi serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan tahun
mendatang.

Lampiran
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BAB 11
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA KINERJA

Output dari sistem akuntabilitas kinerja disebut dengan LKIP yang memuat
informasi kinerja (performance information) yang membandingkan antara capaian
kinerja dengan rencana kinerja yang disusun. Perbandingan antara rencana kinerja dan
capaian kinerja dikenal dengan sebutan celah kinerja (performance gap) yang dapat
berarti positif maupun negatif. Celah kinerja bersifat positif jika capaian kinerja melebihi
rencana kinerja, dan bersifat negatif ketika capaian kinerja berada dibawah rencana
kinerja. Dalam konteks akuntabilitas kinerja, celah kinerja negatif tidak berarti
kegagalan organisasi dalam mencapai target kinerja, nhamun secara lebih optimis

dimaknai sebagai peluang bagi instansi pemerintah untuk melakukan perbaikan kinerja.

Rencana Kinerja yang termuat dalam Dokumen Rencana Strategis Biro
Pemerintahan Setda Maluku dibuat sebagai pedoman pelaksanaan program dengan
pertimbangan dan pemikiran serta analisa yang matang, berisikan serangkaian rencana
tindak kegiatan yang mendasar dalam mengintegrasikan antara keahlian sumber daya
manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan
lingkungan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian rencana kinerja
merupakan instrumen yang diharapkan mampu memberikan arah dan kendali yang
memacu kepada kelancaran pelaksanaan tugas dan menjamin pencapaian sasaran
secara efisien dan efektif sehingga kinerja dapat diperoleh dengan maksimal, terinci,
terukur dan dapat dipertanggung jawabkan.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Biro Pemerintahan Tahun 2019-2024
memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima)
tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Dokumen Rencana Strategis
yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dokumen Rencana Strategis Biro Pemerintahan
Tahun 2019-2024, ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta strategi yang
jelas dan tepat, sehingga diharapkan dapat menyelaraskan potensi, peluang dan
kendala yang dihadapinya. Sejalan dengan kebijakan baru menetapkan bahwa yang
menjadi Visi dan misi Pemerintah Provinsi Maluku adalah Visi dan misi Gubernur dan
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Wakil Gubernur Maluku terpilih periode 2019 — 2024, maka aktualisasi perencanaan
pembangunan Maluku pada lima tahun mendatang sesuai dengan kebijakan Kepala
Daerah yang ditetapkan.

2.2 Visi dan Misi Kepala Daerah
1. VISI

Dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi Biro Pemerintahan melalui kajian
dan analisis lingkungan strategis yang memuat kekuatan dan kelemahan internal
serta peluang dan ancaman eksternal tetap mengacu pada visi dan misi Gubernur
dan Wakil Gubernur Maluku periode 2019 — 2024 sebagai visi dan misi Pemerintah
Provinsi Maluku, adalah :

“Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani

Terjamin Dalam Kesejahteraan Dan Berdaulat Atas Gagasan

2. MISI

Implementasi dari Visi tersebut di atas adalah melalui 6 (enam) misi Pemerintah
Daerah, Adapun dari keenam misi tersebut yang berkaitan dengan tugas pokok
dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah: “Mewujudkan

birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani”

2.3 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan mengacu
kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategis yang dapat
menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Lebih
dari itu, perumusan tujuan dapat mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi
tercapai. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tujuan pencapaian kinerja Biro

Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1) Terwujudnya penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah
Provinsi
2) Terwujudnya peningkatan tugas-tugas pembinaan administrasi kewilayahan

melalui koordinasi yang sinergis dengan instansi terkait dan stakeholder
masyarakat.
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3) Terlaksananya implementasi otonomi daerah yang semakin handal dan
berkualitas serta fasilitasi administrasi penyelenggara pemerintahan secara
efektif.

4) Terwujudnya pelaksanaan pembinaan pemerintahan desa/negeri dan
pembinaan pemerintahan kecamatan secara efektif dalam rangka penguatan

peran Gubernur sebagai Wakil pemerintah.

. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek.
Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan
dengan tujuan yang telah ditetapkan. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan,
maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut :

1) Terwujudnya Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam rangka Peningkatan

Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah
2) Terwujudnya Fasilitasi Penataan Pertanahan sesuai aturan yang berlaku

3) Terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

4) Tersedianya data Kerjasama antar daerah dan implementasi

Kesepakatan Kerjasama Antar daerah
5) Terwujudnya Data Pemerintahan yang berbasis IT

6) Terwujudnya Fasilitasi dan Koordinasi Dukungan Pemerintah Terhadap
Pelaksanaan Pilkada, Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden yang berkualitas dan

demokratis

7) Terwujudnya fasilitasi dan kebijakan toponimi dan penamaan rupa bumi guna
memperkuat integritas dan eksistensi daerah

8) Terwujudnya Koordinasi dan fasilitasi kebijakan pemekaran daerah dan
otonomi daerah

9) Terbinanya Pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten/kota melalui
penyusunan dan pelaporan LPPD dan EPPD

10) Terwujudnya fasilitasi dan pelaksanaan dan penerapan Standar Pelayanan

Minimal (SPM)
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11) Terbinanya Penyelenggaraan Pemerintahan desa/negeri dan pembinaan
pemerintahan kecamatan/kelurahan serta fasilitasi peningkatan kapasitas
aparatur pemerintahan Desa dan kecamatan/kelurahan.

12) Terwujudnya koordinasi dan percepatan penerapan PATEN pada tataran
pemerintahan kecamatan.

13) Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi usul pemekaran kecamatan, serta data

peningkatan status dusun menjadi desa/negeri.

Berikut tabel tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Biro Pemerintahan

dan Otonomi Daerah Setda Maluku :
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Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku

Tabel 2.1

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
1 2 3
Mewujudkan penguatan | Terwujudnya implementasi kebijakan | Presentase kebijakan yang terimplementasi dalam rangka

peran gubernur sebagai wakil
pemerintah di daerah

pemerintah dalam rangka peningkatan
peran gubernur sebagai wakil pemerintah
di daerah

penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah

Mewujudkan
tugas-tugas
administrasi

peningkatan
pembinaan
kewilayahan
melalui  koordinasi  yang
sinergis dengan instansi
terkait dan stake-holder

Terwujudnya fasilitasi penataan
pertanahan sesuai aturan yang berlaku

Penataan penguasaan, kepemilikan dan pemanfaatan tanah bagi

kepentingan umum

Terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan
dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Presentase sinkronisasi penyelenggaraan Dekon/ TP

Tersedianya data kerja sama antar daerah
dan implementasi kesepakatan kerjasama
antar daerah

Persentase data kerjasama antar daerah yang dilaksanakan

Tersedianya data pemerintahan yang
berbasis IT

Persentase data pemerintahan daerah yang dipublikasikan

Mewujudkan
otonomi

implementasi
daerah yang

Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi
dukungan pemerintah terhadap
pelaksanaan pilkada, pemilu legislatif dan

Presentase fasilitasi
demokratis

dukungan

pelaksanaan

Pemilu yang
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semakin
berkualitas

handal dan

pemilu presiden yang berkualitas dan
demokratis.

Terwujudnya fasilitasi dan kebijakan
toponimi dan penamaan rupa bumi guna
memperkuat integritas dan eksistensi
daerah

Persentase nama-nama rupa bumi yang terverifikasi sesuai target

Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi
kebijakan pemekaran daerah dan otonomi
daerah

Presentase fasilitasi pemekaran daerah dan otonomi daerah

Terbinanya pelaksanaan urusan
pemerintahan di kabupaten /kota melalui
penyusunan dan pelaporan LPPD dan
EPPD

Presentase LPPD dan EPPD yang berkualitas

Terwujudnya fasilitasi dan pelaksanaan
dan penerapan Standar Pelayanan
Minimal (SPM)

Presentase fasilitasi penerapan SPM

Mewujudkan
pembinaan

pelaksanaan
pemerintahan

desa/negeri dan pembinaan

pemerintahan

kecamatan

secara efektif, dalam rangka

implementasi

penguatan

Terbinanya penyelenggaraan
pemerintahan desa/negeri dan
pembinaan pemerintahan
kecamatan/kelurahan  serta fasilitasi
peningkatan kapasitas aparatur
pemerintahan desa dan kecamatan/
kelurahan

Presentase pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/
negeri, kelurahan dan kecamatan.
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peran gubernur sebagai wakil | Terwujudnya koordinasi dan percepatan | Persentase Kabupaten/ Kota yang menerapkan PATEN
pemerintah penerapan PATEN pada tataran
pemerintahan kecamatan

Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi usul | Presentase fasilitasi pemekaran desa dan kecamatan
pemekaran kecamatan, serta data
peningkatan status dusun menjadi desa/
negeri.
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2.4

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Cara untuk mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses
perencanaan strategis dimana harus melalui suatu rencana yang menyeluruh dan
terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijaksanaan,
program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya
organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Cara mencapai tujuan dan

sasaran meliputi kebijakan dan program.
a. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, maka ditetapkan arah/ tindakan
yang diambil oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku melalui
kebijakan-kebijakan yang strategis dengan mempertimbangkan lingkungan internal
dan eksternal organisasi. Kebijakan juga merupakan ketentuan-ketentuan yang akan
dijadikan pedoman, petunjuk bagi kegiatan setiap instansi/unit kerja.

Di dalam Rencana Strategis ditetapkan/dirumuskan kebijakan dalam upaya
mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yaitu :

1) Optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah melalui pengembangan
daerah/wilayah, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta
pembinaan perbatasan dan pertanahan;

2) Penguatan kapasitas Pejabat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dan
peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah, serta peningkatan
pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah ;

3) Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan umum melalui pembinaan kerja
sama antar daerah.

Dalam Rencana Kerja tahun 2021, Biro Pemerintahan dan otonomi Daerah
berupaya untuk merealisasikan tujuan dan sasaran dimaksud melalui ketiga kebijakan
di atas yang dilakukan secara bertahap melalui program — program yang dijabarkan

kedalam beberapa kegiatan.
b. Program

Untuk mencapai tujuan dan sasaran serta sebagai penjabaran dari kebijakan di
atas, perlu membangun dan mengembangkan strategi dengan cara merumuskan dan
menetapkan program-program kerja organisasi. Program merupakan penjabaran dari
kebijakan yang telah ditetapkan dan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan

LKIP Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Maluku Tahun 2021



kebijakan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Program-
program tersebut selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan
yang terencana dan terukur serta merupakan langkah operasional dalam
mewujudkan Rencana Kinerja Tahunan maupun Rencana Strategis 5 (lima) tahun
kedepan.

Perencanaan kinerja ini berisi seluruh target kinerja yang hendak dicapai
dalam tahun 2021 dengan menunjukkan sejumlah indikator kunci yang relevan
dengan memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang
(opportunities) dan tantangan/kendala (threats) yang ada. Perencanaan kinerja
merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan
program yang ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh
instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja
ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja pada

tingkat sasaran dan kegiatan.

Target kinerja ini menunjukan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap
indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran maupun pada tingkat kegiatan dan
merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang
dilakukan pada setiap akhir periode pelaksanaan. Rencana Kinerja Tahunan
merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang
sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan
demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional

instansi/organisasi dapat dirujuk pada rencana kinerja tahunan ini.

Adapun program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Program ini meliputi 4 (empat) Kegiatan dan Sub Kegiatan di dalamnya :

1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah
- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung

Gedung Kantor

2. Program Pemerintahan dan otonomi Daerah
Program ini meliput 3 (tiga) Kegiatan dan Sub Kegiatan di dalamnya:
1. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
- Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah
2. Kegiatan Pelaksanaan dan Otonomi Daerah
- Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
- Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
- Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
3. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah
- Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah
- Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta

- Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Untuk merinci perencanaan strategis tersebut, perlu diuraikan lebih lanjut rencana

kinerja program dan kegiatan tahun 2021 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :
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Tabel 2.2

Program/Kegiatan dan Target Kinerja Biro Pemerintahan Tahun Anggaran 2021

KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA
saTuan | R
PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA
(TARGET)
PROGRAM Input : Dan Yang Dibutuhkan RP 927.085.321
PENUNJANG
URUSAN Output . Presentase Program Penunjang % 100
PEMERINTAHAN l}:rtljs:n r F;ertnerlntahrk Dnaterrarrm1 Untuk
DAERAH elancaran tugas perkantora
PROVINSI Terlaksananya Program Penunjang
Outcome . Urusan Pemerintahan Daerah % 100
Kegiatan : Input : Dana Yang Dibutuhkan RP 268.784.321
Penyediaan Jasa | Output : Persentase penyediaan jasa surat % 100
Penunjang Urusan menyurat dan jasa pelayanan umum

Pemerintahan Daerah
kantor  Terlaksananya Program

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Outcome : % 100
Sub Kegiatan : Input : Dana Yang Dibutuhkan RP 24.960.011
Penyediaan Jasa Surat | Output : Jumlah bahan penunjang surat| BULAN | 12
Menyurat menyurat
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Outcome Terlaksananya Pelayanan Jasa Surat % 100
Menyurat untuk Kelancaran
Administrasi Perkantoran
Sub Kegiatan : Input Dana Yang Dibutuhkan RP 243.824.310
Penyediaan Jasa | Output Jumlah jasa tenaga pendukung| Orang |12
Pelayanan Umum Kantor administrasi perkantoran dan tenaga
supir
Tersedianya jasa tenaga pendukung
Outcome adm perkantoran dan tenaga supir | Orang | 12
yang mendukung kelancaran tugas
kantor
Kegiatan : Input Dana Yang Dibutuhkan RP 473.322.000
Administrasi Umum | Output Persentase Layanan Administrasi % 100
Perangkat Daerah Umum
Terlak: Kegiatan Administrasi
Outcome erlaksananya Kegiatan Administrasi % 100
Umum Perangkat daerah
Sub Kegiatan : Input Dana Yang Dibutuhkan RP 37.100.000
Penyediaan Barang Cetak | Output Jumlah  barang cetakan dan Bulan 12

dan Penggandaan

penggandaan vyang tersedia dan
digunakan untuk kelancaran
administrasi umum
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Outcome Terlaksananya Kegiatan Administrasi % 100
Umum Perangkat daerah
Kegiatan : Input Dana Yang Dibutuhkan RP 51.459.000
Administrasi Kepegawaian | Output Persentase Peningkatan Kapasitas % 100
Perangkat Daerah Aparatur dan Rapat-rapat
Koordinasi/Konsultasi yang
dilaksanakan
Outcome Terlaksananya Kegiatan Administrasi % 100
Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Input Dana Yang Dibutuhkan RP 51.459.000
Bimbingan Teknis | Output Persentase Aparatur Sipil Negara yang % 100
Implementasi  Peraturan mengikuti bimbingan teknis,
Perundang-Undangan sosialisasi, lokakarya dan workshop
Outcome Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas
Aparatur % 100
Sub Kegiatan : Input Tersedianya Dana RP 436.222.000
Penyelenggaraan  Rapat | Output Jumlah  rapat koordinasi dan 30 Kali
Koordinasi dan Konsultasi konsultasi yang terlaksana
SKPD
P tase Rapat K inasi di Dal
Outcome resentase Rapat Koordinasi di Dalam % 100

dan Luar Daerah yang Terpenuhi
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Kegiatan : Input Dana yang tersedia RP 133.520.000
Pemeliharaan Barang Milik | Output Persentase Penyediaan jasa % 100
Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Kendaraan, Sarana dan
Pemerintahan Daerah Prasarana Pendukung tugas dan
fungsi Perangkat Daerah
Outcome Terlaksananya Pemeliharaan Barang % 100
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : Input Dana Yang Dibutuhkan RP 110.380.000
Penyediaan Jasa | Output Jumlah kendaraan dinas/operasional Unit 2 Unit
Pemeliharaan, Biaya yang terpelihara
Pemelih d Pajak
emelinaraan - can - raja Terpeliharanya Kendaraan Dinas
Kendaraan Perorangan | Outcome 0 ional dimiliki % 100
Dinas atau Kendaraan perasional yang dimifi
Dinas Jabatan
Sub Kegiatan : Input Dana Yang Dibutuhkan RP 23.140.000
T lih Fasilitas Perkant
Pemeliharaan/Rehabilitasi | Output erpelinaranya Fasfiitas Ferkantoran % 100
Sarana dan Prasarana Outcome Persentase fasilitas perkantoran yang % 100
Pendukung Gedung Kantor .
; memadai
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM Input Dana Yang Dibutuhkan RP 39.059.333.332
PEMERINTAHAN
Output Presentase Penyelenggaraan Tugas % 100
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DAN OTONOMI
DAERAH

Pemerintahan dan Penataan Urusan
Otonomi Daerah

Terlaksananya Program Pemerintahan

0,
Outcome dan Otonomi Daerah Yo 100
Kegiatan : Input Dana Yang Dibutuhkan RP 36.109.511.689
Pelaksanaan Tugas | Output Persentase Pelaksanaan Administrasi % 100
Pemerintahan Kebijakan Pemerintahan,
Pemerintahan Umum dan Penataan
Wilayah
Outcome Terlaksananya Tugas Pemerintahan % 100
Sub Kegiatan Input Dana Yang Dibutuhkan RP 139.999.554
P lol Administrasi
en_geoaan _m|n|s rasl Output Presentase fasilitasi monitoring Kode % 100
Kebijakan Pemerintahan . . .
data wilayah administrasi
pemerintahan Kab/Kota
Outcome Tersusunya kode dan data wilayah
Administrasi yang akurat % 100
Sub Kegiatan : Input Dana Yang Dibutuhkan RP 139.997.392
Fasilitasi Pelaksanaan | Output Persentase Kecamatan yang % 50%
Pemerintahan Umum menerapkan PATEN
Outcome Terlaksananya Penerapan PATEN Se- % 100

Provinsi Maluku secara baik dan

benar

LKIP Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Maluku Tahun 2021




Sub Kegiatan : Input Dana Yang Dibutuhkan RP 35.829.514.743
Fasilitasi Penataan Wilayah | Output Presentase koordinasi inventarisasi % 100
nama rupabumi di 11 Kab/Kota
Tersedianya data dan informasi
1 Dokumen
pendukung proses pemekaran
kabupaten/Kota
Jumlah lokasi pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan _
. 3 Lokasi
umum yang terselesaikan
Outcome Tersedianya data nama rupa bumi 1 Dokumen
unsur alami di 11 Kab/Kota
Penetapan  Keputusan  Gubernur 1 Dokumen
tentang persetujuan DOB Kab/Kota
Terlaksananya Pengadaan tanah o
untuk pembangunan infrastruktur % 100
pemerintah dan kepentingan umum
Kegiatan : Input Dana Yang dibutuhkan RP 1.451.843.397
Pelaksanaan Otonomi | Output Presentase Implementasi Otonomi % 100
Daerah Daerah dan Fasilitasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
Outcome Terlaksananya Program Pemerintahan % 100

dan Otonomi Daerah
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Sub Kegiatan : Fasilitasi | Input Dana Yang dibutuhkan RP 327.027.224
Administrasi Kepala
Daerlallw clranIDPRD P Output Jumlah SK/Rekomendasi Pelayanan | Dokumen | 9
Administrasi KDH dan DPRD yang
diselesaikan
Terlaksananya Koordinasi dan
Outcome Fasilitasi Pelayanan Administrasi % 100
KDH/WKDH dan DPRD
Sub Kegiatan Input Dana yang dibutuhkan RP 224.496.446
P b Ot i
dzgglfe:a?anag:r&rusa:noml Output Jumlah terlaksananya Pelaksanaan | Kegiatan | 1
HUT OTDA dan serah terima P3D
sebagai akibat dari pengalihan urusan
pemerintahan
Outcome Terlaksananya Pengembangan
Otonomi dan Penataan Urusan % 100
Sub Kegiatan : Input Dana Yang Dibutuhkan RP 900.319.727
Evaluasi dan | Output Tersusunnya Laporan 2 Dokumen
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintahan

Daerah (LPPD), SPM dan Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan terfasilitasi
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Outcome

Terlaksananya Evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan
provinsi dan Kab/Kota

%

100

Kegiatan :

Fasilitasi Kerjasama
Daerah

Input
Output

Outcome

Dana Yang Dibutuhkan

Presentase Koordinasi dan Kerjasama
antar Pemerintahan dan Pihak Ketiga

Terlaksananya Koordinasi dan
Kerjasama antar Pemerintah Daerah
dan Pihak Ketiga

RP
%

%

1.497.978.246
100

100

Sub Kegiatan :

Fasilitasi Kerjasama Antar
Pemerintah

Input
Output

Outcome

Dana Yang Dibutuhkan

Terfasilitasinya kegiatan rapat
bersama pemda Kab/Kota untuk
menyajikan informasi dan isu strategis
sebagai anggota APPS],
Terfasilitasinya  kerjasama  antar
pemerintah Provinsi Maluku dengan
Daerah lain

Pelaksanaan kerjasama dan
kemitraan antar Pemerintah Provinsi
dalam keanggotaan APPSI,

Terwujudnya Pelaksanaan kerjasama
kemitraan antar pemerintah Provinsi
Maluku dengan daerah lain

RP
%

%

1.127.646.990
100

100
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Sub Kegiatan : Input : Dana Yang Dibutuhkan RP 195.332.316
Fasilitasi Kerjasama Badan | Output : Presentase  fasilitasi  Kerjasama % 100
Usaha/Swasta Pemerintah dan Badan Usaha/Swasta
Terl nanya Kerjasama Yang Telah
Outcome gr aksa ‘.a Y "] g % 100
Disepakati
Sub Kegiatan : Input : Dana Yang Dibutuhkan RP 174.998.940
Evaluasi Pelaksanaan | Output : Terlaksananya Evaluasi Kerjasama % 100
Kerjasama antar Pemerintah dan Pihak Ketiga
Peningkatan Hubungan Kerjasama 0
Outcome dan Kemitraan Antar Pemerintah dan Yo 100
Pihak Ketiga
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2.5

PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian
kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan
pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang
serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator
kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penetapan kinerja atau perjanjian kinerja ditetapkan untuk dijadikan sebagai tolok
ukur pengukuran capaian kinerja. Penetapan indikator kinerja merupakan proses
pengidentifikasian, pengembangan, dan penyeleksian indikator kinerja yang akan
digunakan untuk mengukur efektivitas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, IKU, dan
anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021

adalah sebagai berikut :
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Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Biro Pemerintahan Setda Maluku Tahun 2021

Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Pilkada, Pemilu
Legislatif dan Pemilu Presiden yang Berkualitas dan
Demokratis

Demokratis

(1) (2) (3) (4)

1 | Terwujudnya Implementasi Kebijakan Pemerintah | Presentase Kebijakan yang Terimplementasi dalam rangka 100%
dalam rangka Peningkatan Peran Gubernur sebagai | Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di
Wakil Pemerintah di Daerah Daerah

2 | Terwujudnya Fasilitasi Penataan Pertanahan sesuai | Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Pemanfaatan Tanah 3 lokasi
Aturan yang Berlaku bagi Kepentingan Umum

3 | Terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan dekonsentrasi | Presentase sinkronisasi penyelenggaraan Dekon/ TP 90%
dan tugas pembantuan

4 | Tersedianya Data Kerja Sama Antar Daerah dan | Persentase Data Kerjasama Antar Daerah  yang 100%
Implementasi Kesepakatan Kerjasama Antar Daerah Dilaksanakan

5 | Tersedianya Data Pemerintahan yang Berbasis IT Persentase Data Pemerintahan Daerah yang Dipublikasikan 30%

6 | Terwujudnya Fasilitasi dan Koordinasi Dukungan Presentase Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Pemilu yang 100%
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Terwujudnya Fasilitasi dan Kebijakan Toponimi dan
Penamaan Rupa Bumi Guna Memperkuat Integritas
dan Eksistensi Daerah

Persentase Nama-Nama Rupa Bumi yang Terverifikasi sesuai
Target

95%

Terwujudnya Koordinasi dan Fasilitasi Kebijakan

Pemekaran Daerah dan Otonomi Daerah

Presentase Fasilitasi Pemekaran Daerah dan Otonomi Daerah

100%

Terbinanya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di

Kabupaten/Kota melalui Penyusunan dan Pelaporan
LPPD dan EPPD

Presentase LPPD dan EPPD yang Berkualitas

100%

10

Terwujudnya Fasilitasi dan Pelaksanaan dan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Presentase Fasilitasi Penerapan SPM

100%

11

Terbinanya Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa/Negeri dan Pembinaan Pemerintahan
Kecamatan/Kelurahan serta Fasilitasi Peningkatan
Kapasitas  Aparatur  Pemerintahan Desa dan

Kecamatan/Kelurahan

Presentase Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa/Negeri, Kelurahan dan Kecamatan

100%

12

Terwujudnya Koordinasi dan Percepatan Penerapan

PATEN pada Tataran Pemerintahan Kecamatan

Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan PATEN

50%
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13

Terwujudnya Fasilitasi dan Koordinasi Usul Pemekaran
Kecamatan, serta Data Peningkatan Status Dusun
Menjadi Desa/Negeri

Presentase Fasilitasi Pemekaran Desa dan Kecamatan

100%
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Pada Tahun 2021 sasaran kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah tahun 2021 sebagai wujud ikrar rencana OPD mewujudkan
target kinerja sebanyak 13 (tiga belas) sasaran sesuai Rencana Strategis Biro Pemerintahan Tahun
2019-2024, namun terdapat 3 (tiga) sasaran yang dieliminir karena adanya kebijakan Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Daerah sehingga terjadi penyesuaian program, kegiatan dan anggaran.
Dengan demikian, target kinerja yang dapat diwujudkan hanya sebanyak 10 (sepuluh) sasaran.

Sasaran yang tidak dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tersedianya Data Pemerintahan yang Berbasis IT
Terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Terwujudnya Fasilitasi dan Koordinasi Dukungan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Pilkada,

Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang Berkualitas dan Demokratis
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan gambaran dari pengukuran kinerja, yang digunakan
sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan
sasaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku. Cakupan pengukuran kinerja
adalah penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja. Pengukuran
kinerja merupakan bagian suatu proses dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
sebagai suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban.

Pengukuran kinerja secara khusus merupakan kegiatan memantau, menilai dan
membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan tingkat kinerja standar, rencana, atau
target kegiatan. Hasil pengukuran kinerja didapatkan dari suatu penilaian sistematik dan
didasarkan kepada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator
masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome). Sesuai dengan tugas dan fungsi Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam memfasilitasi, melaksanakan tugas dan fungsinya
sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta urusan lain yang menunjang kebijakan
Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka indikator ini didasarkan atas dampak
jangka pendek yang dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari kegiatan
tahunan yang telah dilaksanakan.

Evaluasi atas capaian kinerja sasaran dan kegiatan Biro Pemerintahan Setda Maluku
Tahun 2021 dimaksud menggunakan metode atau cara yakni perbandingan antara kinerja
nyata dengan kinerja yang direncanakan. Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian
indikator kinerja sasaran pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Untuk membuat
kesimpulan hasil kinerja, digunakan skala pengukuran kinerja dengan cara mengelompokkan
nilai capaian kinerja dari setiap kegiatan, yang besarannya diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja
Berdasarkan Permen PAN - RB Nomor 12 Tahun 2015

No Rentang Capaian Kategori Capaian
1 >90-100% Sangat Memuaskan
2 >80-90% Memuaskan
3 >70-80% Sangat Baik
4 >60-70 Baik
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5 >50-60% Cukup

6 >30-50% Kurang
7 0-30 Sangat Kurang

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja atas sasaran dan program dilakukan dengan cara
membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang
ditetapkan. Indikator kinerja dan sasaran program telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
dan Renstra Tahun 2019-2024 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Sedangkan indikator
kinerja program meliputi persentase dan jumlah program kegiatan strategis yang dilaksanakan

dalam kurun waktu satu tahun.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2021 merupakan bagian dari penyelenggaraan
akuntabilitas kinerja tahunan, pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun
2021 dan membandingkannya dengan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja.
Pengukuran ini dilaksanakan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menpan dan
RB No. 53 Tahun 2014, yang menitikberatkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran

strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Target pencapaian kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang tertuang
dalam Perjanjian Kinerja (PK) merupakan tolok ukur dalam melaksanakan program dan
kegiatan Tahun 2021 sebanyak 13 (Tiga Belas) sasaran kinerja, sebagaimana dijelaskan pada
Bab II bahwa terdapat sasaran kinerja yang tidak dapat diwujudkan karena adanya kebijakan
dari Pemerintah Pusat maupun kebijakan pada Pemerintah Daerah sehingga hanya sebanyak

10 (sepuluh) sasaran kinerja yang dapat direalisasikan.

Adapun analisis pencapaian kinerja Sasaran Strategis yang dicapai oleh Biro Pemerintahan dan
Otonomi Daerah Setda Maluku pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 3.2

Pengukuran Capaian Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2021

Target Realisasi Capaian
No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja .

(2021) (2021) Kinerja (%) Predikat
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Terwujudnya implementasi kebijakan | Presentase kebijakan yang 100% 100% 100 Sangat
pemerintah dalam rangka terimplementasi dalam rangka Memuaskan
peningkatan peran gubernur sebagai | penguatan peran Gubernur sebagai
wakil pemerintahan di daerah wakil pemerintahan di daerah

2 Terwujudnya fasilitasi penataan Penataan penguasaan, kepemilikan 3 6 200 Sangat

tanah id t d faatan tanah bagi M k
pertanahan sesuai dengan aturan an pemanfaatan tanah bagi Lokasi Lokasi emuaskan
yang berlaku kepentingan umum

3 Terwujudnya sinkronisasi Presentase sinkronisasi 90% - - Sangat
pelaksanaan dekonsentrasi dan penyelenggaraan Dekon/TP Kurang
tugas pembantuan

4 Tersedianya data kerjasama antar Persentase data kerjasama antar 100% 71% 71 Sangat Baik

daerah dan implementasi

kesepakatan kerjasama antar daerah

daerah yang dilaksanakan
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. ) . Target Realisasi Capaian
No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja .
(2021) (2021) Kinerja (%) Predikat

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

5 Tersedianya data pemerintahan yang | Persentase data pemerintahan 30% - - Sangat
berbasis IT daerah yang dipublikasikan Kurang

6 Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi | Presentase fasilitasi dukungan 100% - - Sangat
dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan pemilu yang Kurang
pelaksanaan pilkada, pemilu legislatif | demokratis
dan pemilu presiden yang
berkualitas dan demokratis.

7 Terwujudnya fasilitas dan kebijakan | Persentase nama-nama rupa bumi 95% 95% 100 Sangat
toponimi dan penamaan rupa bumi yang terverifikasi sesuai target Memuaskan
guna memperkuat integritas dan
eksistensi daerah

8 Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi | Presentase fasilitasi pemekaran 100% 100% 100 Sangat
kebijakan pemekaran daerah dan daerah dan otonomi daerah Memuaskan

otonomi daerah
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. ) . Target Realisasi Capaian
No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja .
(2021) (2021) Kinerja (%) Predikat

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

9 Terbinanya pelaksanaan urusan Presentase LPPD dan EPPD yang 100% 100% 100 Sangat
pemerintahan di kabupaten/kota berkualitas Memuaskan
melalui penyusunan dan pelaporan
LPPD dan EPPD

10 | Terwujudnya fasilitasi dan Persentase fasilitas penerapan SPM 100% 100% 100 Sangat
pelaksanaan dan penerapan Standar Memuaskan
Pelayanan Minimal (SPM)

11 | Terbinanya Penyelenggaraan Presentase pembinaan 100% 91% 91 Sangat Baik

pemerintahan desa/negeri dan
pembinaan pemerintahan
kecamatan/kelurahan serta fasilitasi
peningkatan kapasitas aparatur
pemerintahan desa dan

kecamatan/kelurahan

penyelenggaraan pemerintahan
desa/negeri, kelurahan dan

kecamatan
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. ) . Target Realisasi Capaian
No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja .
(2021) (2021) Kinerja (%) Predikat
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
12 | Terwujudnya Koordinasi Dan Persentase Kabupaten/Kota yang 50% 40% 80 Memuaskan
percepatan penerapan PATEN pada | menerapkan PATEN
tataran pemerintahan kecamatan
13 | Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi | Presentasi fasilitasi pemekaran 100% 100% 100 Sangat
usul pemekaran kecamatan, serta desa dan kecamatan Memuaskan

data peningkatan status dusun

menjadi desa/negeri
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Berdasarkan dokumen perjanjian kinerja tahun 2021 yang telah ditetapkan, secara lebih rinci

dilakukan pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja per sasaran, sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Peningkatan Peran
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Daerah

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1
Tahun 2021
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian
(%)
1 Terwujudnya Presentase  kebijakan 100 100 100
Implementasi Kebijakan yang terimplementasi
Pemerintah Dalam Rangka | dalam rangka
Peningkatan Peran penguatan peran
Gubernur Sebagai Wakil Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Daerah Pemerintah di daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja 100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur
pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 100%.

Dasar Perhitungan :

Capaian Kinerja = x 100%
Target Kinerja

100 x 100% = 100 %

100

Realisasi

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1
antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021

2020 2021
No Indikator Kinerja Realisasi Capaian Realisasi | Capaian
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
1 | Presentase kebijakan yang 100% 100% 100% 100%

terimplementasi
rangka penguatan

dalam
peran
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Gubernur sebagai  Wakil
Pemerintah di daerah

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1
Tahun 2020 dan 2021 serta Tahun akhir periode Renstra

No Indikator Kinerja Realisasi Realisasi Target
2020 2021 2024
1 | Presentase kebijakan yang 100% 100% 100%
terimplementasi dalam rangka
penguatan peran Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah di daerah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari tabel diatas dengan indikator kinerja “Persentase
kebijakan yang terimplementasi dalam rangka penguatan peran Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah di daerah” target indikator yang ingin dicapai adalah 100% realisasi yang
dicapai adalah 100%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan target akhir periode
Renstra sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 100%. Capaian dari sasaran ini adalah

sebagai berikut :

=

Tersedianya jasa surat menyurat selama 12 bulan

N

Tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 12 bulan
3. Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi dan teknis perkantoran sebanyak 12
orang
4. Pemeliharaan 1 buah kendaraan dinas/operasional kantor secara berkala
5. Kehadiran pimpinan atau pegawai lain dalam rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah sebanyak 20 kali dan ke dalam daerah sebanyak 10 Kali
6. Fasilitasi pelaksanaan administrasi KDH/WKDH dan DPRD. Ditahun 2021 fasilitasi
administrasi KDH/WKDH yang diselesaikan sebanyak 9 SK KDH/WKDH dan SK PAW
DPRD
Pada sasaran ini didukung dengan 1 (satu) Program dan 5 (lima) Kegiatan, sebagai berikut:
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
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- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan

sub kegiatan :

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah, dengan Sub Kegiatan :

Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD

e Analisis penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja serta alternatif solusi

Keberhasilan pencapaian kinerja dari presentase kebijakan yang terimplementasi dalam

rangka penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah adalah dengan

upaya sebagai berikut :

1.
2.
3.

4.

Adanya sinergitas dengan seluruh pihak/stakeholder yang baik

Dukungan kualitas sumber daya aparatur

Dukungan data dan dokumen yang tersedia sehingga administrasi KDH/WKDH dan
DPRD dapat diselesaikani dengan baik

Koordinasi internal yang terjalin dengan baik

e Permasalahan:

Dalam pelaksanaan sasaran ini ada beberapa hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan

program dan kegiatan, yakni :

1.

Rapat kerja Gubernur Bersama Bupati/Walikota se-Maluku tahun 2021 belum berjalan
pasca pandemi covid-19

Undangan bimbingan teknis tidak sesuai dengan jabatan, tugas dan fungsi yang ada
pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Beberapa rapat Koordinasi Lintas SKPD, Lintas Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak dapat
diikuti dikarenakan anggaran baru tersedia pada triwulan IV

e Alternatif Solusi :

1.

Perlunya perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif
dengan memeperhatikan situasi pandemi covid-19 sehingga tidak akan mengalami

permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya
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2. Berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait undangan bimbingan teknis yang sesuai
dengan jabatan yang ada pada biro pemerintahan
3. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang baik dari seluruh pihak
e Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dan Program/Kegiatan Yang

Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 1
Program/Kegiatan Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen (%)

2 3 4 5
Program Penunjang Urusan 927.085.321 781.978.748 84,35
Pemerintahan
Kegiatan Penyediaan Jasa 268.784.321 268.165.080 99,77
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat 24.960.011 24.340.770 97,52
Menyurat
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 243.824.310 243.824.310 100,00
Pelayanan Umum Kantor
Kegiatan Administrasi Umum 473.322.000 413.600.356 87,38
Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Barang 37.100.000 34.300.000 92,45
Cetak dan Penggandaan
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat 436.222.000 379.300.356 86,95
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan Administrasi 51.459.000 - -
Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis 51.459.000 - -
Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan
Kegiatan Pemeliharaan Barang 133.520.000 100.213.312 75,05
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 110.380.000 91.973.312 83,32
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sub  Kegiatan  Pemeliharaan / 23.140.000 8.240.000 35,61
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
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Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Kepala Daerah dan DPRD

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN 327.027.224 290.459.489 49,85
OTONOMI DAERAH

Kegiatan Pelaksanaan Otonomi 327.027.224 290.459.489 1,61
Daerah

Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi 327.027.224 290.459.489 88,82

Memperhatikan data realisasi diatas dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran yang

mencapai rata-rata 100%, maka dapat disimpulkan bahwa Biro Pemerintahan dan Otonomi

Daerah Setda Maluku telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 181.674.307,- atau

14,48% dari total anggaran penunjang Sasaran 1 yang telah dialokasikan. Efisiensi anggaran

ini diperoleh dari akumulasi pagu anggaran yang mendukung setiap sasaran dikurangi

realisasinya sedangkan persentase efisiensi diperoleh dari jumlah anggaran efisiensi dibagi pagu

anggaran dikalikan 100%, namun yang perlu dijelaskan bahwa kegiatan Bimbingan Teknis,

Sosialisasi Lokakarya dan Workshop tidak dapat direalisasikan sebagaimana terlihat pada tabel

jumlah pagu anggaran dan realisasinya kosong dikarenakan Undangan bimbingan teknis tidak

sesuai dengan jabatan yang ada pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Sasaran Strategis 2
Terwujudnya fasilitasi penataan pertanahan sesuai dengan aturan yang berlaku

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2
Tahun 2021
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi | Capaian
(%)
1 Terwujudnya  fasilitasi | Penataan 3 Lokasi 6 Lokasi 200
penataan pertanahan | penguasaan,
sesuai dengan aturan | kepemilikan dan
yang berlaku pemanfaatan tanah
bagi kepentingan
umum
Rata-Rata Capaian Kinerja 200
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator pencapaian sasaran ini melebihi yang

di targetkan dengan tingkat capaian 200%.

Dasar Perhitungan :

Capaian Kinerja

Realisasi

Target Kinerja

3 Lokasi

x 100%

6 Lokasi x 100% = 200 %

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2
antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021

2020 2021
No Indikator Kinerja Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
1 | Penataan penguasaan, 100% 100% 200% 200%
kepemilikan dan pemanfaatan
tanah bagi kepentingan
umum
Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2
Tahun 2020 dan 2021 serta Tahun akhir periode Renstra
No Indikator Kinerja Realisasi | Realisasi | Target
2020 2021 2024
1 | Penataan penguasaan, kepemilikan dan 100% 200% 100%
pemanfaatan tanah bagi kepentingan umum

tabel

“Terwujudnya fasilitasi penataan pertanahan sesuai dengan aturan yang berlaku”

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari diatas pada tahun 2021 Sasaran
dengan target indikator kinerja “"Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Pemanfaatan
Tanah Bagi Kepentingan Umum” yang terdapat dalam matriks Perjanjian Kinerja Tahun
2021 yang di targetkan adalah sebanyak 3 lokasi, realisasi target sebanyak 6 lokasi sehingga
capaian kinerjanya adalah 200%. Hal ini dapat menggambarkan bahwa capaian target
sebanyak 6 lokasi dalam kegiatan tersebut melebihi target, jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya mengalami peningkatan karena di Tahun 2021 dapat menyelesaikan permasalahan
penataan penguasaan, kepemilikan dan pemanfaatan tanah bagi kepentingan umum sebanyak

6 lokasi dari 3 lokasi yang di targetkan.

Adapun 6 Lokasi yang diselesaikan permasalahan ganti rugi tanah adalah :
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2
3
4.
5
6

Pembayaran pengadaan pembebasan lahan akses jalan masuk ke RSUP Leimena di
Wailela

. Pembayaran pengadaan tanah pembebasan lahan akses jalan asrama haji di Waiheru
. Pembayaran Pengadaan tanah pembebasan lahan pantai wisata Hunimua, Liang

Pembayaran ganti rugi tanah Dinas Kesehatan Provinsi Maluku

. Pembayaran ganti rugi tanah SUPM Waiheru
. Pengadaan tanah untuk Incinerator (Fasilitas Pengolahan Limbah) di Suli

Pada sasaran ini didukung dengan 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan, sebagai berikut :

Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan dengan Sub Kegiatan :

Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah

o Sub-sub Kegiatan Fasilitasi Penegasan Batas Antar Daerah
o Sub-Sub Kegiatan Redistribusi Tanah Reforma Agraria

o Sub-Sub Kegiatan Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

e Analisis penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja serta alternatif solusi

Salah satu upaya dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian kinerja dari “Penataan
Penguasaan, Kepemilikan dan Pemanfaatan Tanah Bagi Kepentingan Umum” karena adanya
dukungan Tim Pengadaan Tanah Provinsi Maluku dan instansi vertikal serta stakeholder
terkait ketersediaan data/dokumen kelengkapan administrasi pertanahan.
Permasalahan :
Adapun beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi penataan wilayah yang
menunjang sasaran ini adalah sebagai berikut :
Untuk akses jalan masuk RSUP sudah diberikan ganti rugi namun terdapat 4 bidang tanah
dari total 9 bidang di Akses Jalan RSUP yang belum diberikan ganti kerugian karena masih
terdapat sengketa kepemilikan.
Alternatif Solusi :
Terdapat 1 bidang tanah yang masih berperkara di Pengadilan dan masih menunggu
keputusan, sementara 2 bidang lain masih menunggu pihak Balai Wilayah Sungai (BWS)
melakukan penegasan batas atas sertifikat BWS yang berbatasan dengan salah satu pihak
yang berhak.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dan Program/Kegiatan Yang

Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja
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Tabel 3.10

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 2

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Persen (%)

Penataan Wilayah

Sub-sub Kegiatan Fasilitasi
penegasan Batas Antar
Daerah

Sub-Sub Kegiatan
Redistribusi Tanah
Reforma Agraria

Sub-Sub Kegiatan
koordinasi Teknis

Pengadaan tanah Untuk
Kepentingan Umum
Sub-Sub Kegiatan
Persiapan Pengadaan
Tanah Untuk Kepentingan
Umum

1 2 3 4
Program Pemerintahan 35.745.644.515 | 34.896.003.238 97,62
dan Otonomi Daerah
Kegiatan Pelaksanaan 35.745.644.515 34.896.003.238 97,62
Tugas Pemerintahan
Sub Kegiatan Fasilitasi 35.745.644.515 34.896.003.238 97,62

Sasaran Strategis 3

LKIP Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Maluku Tahun 2021

Terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Memperhatikan data realisasi diatas dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja Sasaran yang
mencapai rata-rata 200%, maka dapat disimpulkan bahwa Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah Setda Maluku telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 849.641.277,- atau
2,38% dari total anggaran penunjang Sasaran 2 yang telah dialokasikan. Efisiensi anggaran ini
diperoleh dari akumulasi pagu anggaran yang mendukung setiap sasaran dikurangi realisasinya
sedangkan persentase efisiensi diperoleh dari jumlah anggaran efisiensi dibagi pagu anggaran
dikalikan 100%.




Tabel 3.11
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3
Tahun 2021

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian
(%)
1 | Terwujudnya sinkronisasi | Presentase 90 % - -
pelaksanaan dekonsentrasi | sinkronisasi
dan tugas pembantuan penyelenggaraan
Dekon/TP
Rata-Rata Capaian Kinerja -

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 3
antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021

2020 2021
No Indikator Kinerja Realisasi Capaian Realisasi | Capaian
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
1 | Presentase sinkronisasi 100 % 100 % - -
penyelenggaraan Dekon/TP
Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3
Tahun 2020 dan 2021 serta Tahun akhir periode Renstra
No Indikator Kinerja Realisasi | Realisasi Target
2020 2021 2024
1 | Presentase sinkronisasi penyelenggaraan 100% - 100%
Dekon/TP

Berdasarkan tabel diatas sasaran ini tidak dapat direalisasikan karena Pada Tahun 2021 terjadi
perubahan nomenklatur pada Biro pemerintahan dan Otonomi daerah yang ditetapkan
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 33 tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku dan
ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Sekretariat
Daerah Provinsi Maluku. Berdasarkan hal tersebut terjadi perubahan Struktur Organisasi yang
mempengaruhi Tugas dan Fungsi, Program, Kegiatan dan Anggaran dimana Sub Bagian
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dieliminir sehingga tidak dijabarkan dalam operasional
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program dan kegiatan pada pagu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun
2021.

Sasaran Strategis 4

Tersedianya data kerjasama antar daerah dan implementasi kesepakatan kerjasama antar
daerah

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.14
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 4
Tahun 2021
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian
(%)
1 | Tersedianya data | Persentase data | 100% 71% 71%
kerjasama antar daerah | kerjasama antar
dan implementasi | daerah yang
kesepakatan kerjasama | dilaksanakan
antar daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja 71%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur
pencapaian sasaran ini dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 71%.
Dasar Perhitungan :
x 100%
Target Kinerja
= 71% x 100% = 71%

Capaian Kinerja = Realisasi

100
Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 4
2020 2021
No Indikator Kinerja Realisasi Capaian Realisasi | Capaian
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
1 | Persentase data kerjasama - - 71% 71%
antar daerah yang
dilaksanakan
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Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 4
Tahun 2020 dan 2021 serta Tahun akhir periode Renstra

No Indikator Kinerja Realisasi Realisasi Target
2020 2021 2024
1 | Persentase data kerjasama antar daerah - 71% 100%

yang dilaksanakan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja bahwa target dengan indikator kinerja “Persentase data

kerjasama antar daerah yang dilaksanakan” adalah 100% realisasi yang dicapai 71%,

dengan tingkat capaian kinerjanya 71%.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah

dijelaskan bahwa kerjasama daerah didasarkan atas pertimbangan efisiensi dan efektivitas

pelayanan publik serta adanya prinsip saling menguntungkan, yang dapat dilakukan oleh daerah

dengan daerah lain, pihak ketiga dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

Penyelenggaraan kerjasama daerah melalui tahapan, sebagai berikut :

a.
b.

j-

=@ ™ o a0

Persiapan;

Penawaran;

Penyusunan Kesepakatan Bersama;
Penandatanganan Kesepakatan Bersama;
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Penyusunan Perjanjian Kerja Sama;
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama;
Pelaksanaan;

Penatausahaan; dan

Pelaporan.

Dari keseluruhan tahapan kerjasama daerah untuk memudahkan pengukuran capaian kinerja

maka tahapan kerjasama daerah tersebut dikelompokan menjadi 4 (empat) tahapan dengan

nilai masing-masing tahapan sebesar 25%, tingkatan tahapan kerjasama yang digunakan

adalah sebagai berikut :

1.
2.

Tahapan Penjajakan (Persiapan dan Penawaran);

Tahapan Pengesahan MoU (Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Penandatanganan
Kesepakatan Bersama);

Tahapan Pengesahan PKS (Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penyusunan
Perjanjian Kerja Sama dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama);

Tahapan Pelaksanaan (Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan).
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Di tahun 2021 Bagian Kerjasama telah melakukan fasilitasi tahapan kerjasama sebanyak 7
(tujuh) kerjasama yaitu meliputi kerjasama daerah dengan daerah lain maupun dengan pihak
ketiga yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
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Tabel 3.17
Fasilitasi Kerja Sama Daerah Provinsi Maluku Tahun 2021

TINGKAT TAHAPAN KSD
PIHAK BIDANG KERJASAMA PENJAJAKAN | MoU PKS PELAKSANAAN | Nilai THN KET
Pemerintah Daerah Pembangunan Daerah \ \ \ 75 2021-2025 | koordinasi
Provinsi Jawa Timur Penyusunan PKS
Provinsi Sulawesi Utara, Kerja sama di Bidang \/ \/ N 75 2021-2025 | Koordinasi
Provinsi Gorontalo, Penangkapan lkan Penyusunan PKS
Provinsi Maluku, Provinsi
Maluku Utara, Provinsi
Papua dan Provinsi Papua
Barat
PT. garuda Indonesia Pemanfaatan fasilitas \ \ \ \ 100 2021-2025 Pelaksanaan kerja
Jasa Angkutan Udara Sama
Badan Penyelenggara Optimalisasi Program \ \ \ \ 100 2021-2025 Pelaksanaan kerja
Jaminan Sosial (BPJS) Jaminan Nasional Sama
Badan Standarisasi Sinergitas \ \ \ \ 100 2021-2025 Pelaksanaan kerja
Nasional (BSN) Pengembangan dan Sama
Pembinaan Penerapan
Standar Dan Penilaian
Kesesuaian Di
Lingkungan
Pemerintah Daerah
Provinsi Maluku
PT Bank Maluku Pemanfaatan sistem N 25 2021-2025 | Sementara Proses
Pembayaran Retribusi Koordinasi
secara Non Tunai Penandatanganan
MoU dan
Penyusuanan PKS
Provinsi DKI Jakarta Bidang Pariwisata dan v 25 2021-2025 Penawaran Kerja
bidang pemerintahan Sama
lainnya
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Dari 7 (tujuh) kerjasama daerah yang telah difasilitasi oleh Bagian Kerjasama Biro Pemerintahan
dan Otonomi Daerah sebanyak 3 (tiga) kerjasama yang telah dilaksanakan, 2 (dua) kerjasama
telah dilaksanakan namun sementara proses penyusunan PKS, 1 (satu) kerjasama sementara
proses koordinasi penandatanganan MoU dan penyusuanan PKS sedangkan 1 (satu) lainya baru
dalam proses penjajakan/penawaran kerjasama.
Pada sasaran ini didukung dengan 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan, sebagai berikut :
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Sub Kegiatan :
o Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah
o Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
o Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama
Analisis penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja serta alternatif solusi
Keberhasilan pencapaian Kinerja dari indikator “Persentase data kerjasama antar daerah yang
dilaksanakan” ini karena telah terlaksananya Koordinasi antara Perangkat Daerah dan TKKSD
sudah terjalin dengan baik, telah terbentuknya Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD)
Provinsi, terbentuknya berbagai Badan Kerjasama Regional.
Permasalahan :
1. Kelembagaan kerjasama yang baru terbentuk di tingkat Provinsi
2. Lemahnya fungsi kontrol dari pemerintah provinsi terhadap forum kerjasama yang dibangun
di daerah
3. Belum semua Kabupaten/Kota menyiapkan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk
memudahkan pelaksanaan Kerjasama sesuai amanat permendagri homor 22 Tahun 2020
tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan PP No 28 Tahun 2018
tentang Kerja Sama Daerah
4. Pelaksanaan kerjasama di sebagian unit kerja hanya sebatas penandatanganan nota
kesepahaman bersama (MoU) dan tidak ada tindak lanjut pelaksanaanya
5. Belum adanya instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama
6. Laporan tentang hasil pelaksanaan kerjasama belum disampaikan secara tertib oleh instansi
yg melaksanakan kerjasama
7. Database pelaksanaan kerjasama di daerah belum tersusun secara baik dan benar
8. Pengintegrasian kerjasama dalam Sistem Perencanaan Daerah belum optimal
Alternatif Solusi :
1. Perlu adanya regulasi kerjasama di tingkat daerah berupa Pergub / Perda
2. Peningkatan kapasitas aparatur dalam penguasaan bidang tugas
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3. Perlu adanya sinergitas perencanaan kerjasama di daerah

4. Optimalisasi tugas dan fungsi Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) di Kabupaten/Kota

5. Meningkatkan koordinasi dan membangun kesepahaman dengan berpijak pada kepentingan

dan keuntungan bersama dalam membangun forum kerjasama antar daerah

6. Pemerintah daerah harus bersinergi dan membangun kesepakatan bersama dalam

membangun relasi yang baik antar daerah demi kemajuan daerah masing-masing.

e Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dan Program/Kegiatan Yang

Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.18

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 4

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Persen (%)

Kerjasama

1 2 3 4
Program Pemerintahan dan 1.497.978.246 | 1.423.468.531 95,03
Otonomi Daerah
Kegiatan Fasilitasi Kerjasama 1.497.978.246 | 1.423.468.531 95,03
Daerah
Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama 1.127.646.990 1.075.977.252 95,42
Antar Pemerintah
Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama 195.332.316 181.249.454 92,79
Antar Badan Usaha/Swasta
Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan | 174.998.940 166.241.825 95,00

Memperhatikan data realisasi diatas dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran yang

mencapai rata-rata 71%, maka dapat disimpulkan bahwa Biro Pemerintahan dan Otonomi

Daerah telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 74.509.715,- atau 5% dari total

anggaran penunjang Sasaran 4 yang telah dialokasikan. Efisiensi anggaran ini diperoleh dari

akumulasi pagu anggaran yang mendukung setiap sasaran dikurangi realisasinya sedangkan

persentase efisiensi diperoleh dari jumlah anggaran efisiensi dibagi pagu anggaran dikalikan

100%.

Sasaran Strategis 5

Tersedianya data pemerintahan yang berbasis IT

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
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Tabel 3.19

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 5

Tahun 2021
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian
(%)
1 | Tersedianya data | Persentase data | 30% - -
pemerintahan yang | Pemerintahan daerah
berbasis IT yang dipublikasikan

Rata-Rata Capaian Kinerja

Tabel 3.20

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 5
antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021

2020 2021
No Indikator Kinerja Realisasi Capaian Realisasi | Capaian
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
1 | Persentase data - - - -
Pemerintahan daerah yang
dipublikasikan
Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 5
Tahun 2020 dan 2021 serta Tahun akhir periode Renstra
No Indikator Kinerja Realisasi Realisasi Target
2020 2021 2024
1 | Persentase data Pemerintahan daerah - - 100%
yang dipublikasikan

sasaran ini tidak dapat direalisasikan di tahun 2021 karena sasaran ini tidak dijabarkan dalam
operasional program dan kegiatan karena adanya keterbatasan anggaran sehingga tidak dapat
mengakomodir pencapaian sasaran tersebut pada pagu Biro Pemerintahan dan Otonomi

Daerah.

Sasaran Strategis 6

Terwujudnya Fasilitasi dan Koordinasi Dukungan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Pilkada,

Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang Berkualitas dan Demokratis

Pencapaian sasaran 6 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
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Tabel 3.22
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 6

Tahun 2021
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi | Capaian
(%)
1 | Terwujudnya Fasilitasi | Persentase dukungan | 100% - -
dan Koordinasi | pelaksanaan pemilu
Dukungan  Pemerintah | yang demokratis
Terhadap Pelaksanaan
Pilkada, Pemilu Legislatif
dan Pemilu Presiden
yang Berkualitas dan
Demokratis
Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 6
2020 2021
No Indikator Kinerja Realisasi Capaian Realisasi | Capaian
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
1 | Persentase dukungan - - - -
pelaksanaan pemilu yang
demokratis
Tabel 3.24
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 6
Tahun 2020 dan 2021 serta Tahun akhir periode Renstra
No Indikator Kinerja Realisasi | Realisasi Target
2020 2021 2024
1 Persentase dukungan pelaksanaan pemilu - - 100%
yang demokratis

Berdasarkan data tabel diatas sasaran ini tidak dapat diimplementasikan karena sasaran ini tidak
dijabarkan dalam operasional program dan kegiatan karena berdasarkan hasil koordinasi
dengan pemerintah pusat bahwa pelaksanaan Pemilu akan dilaksanakan secara serentak pada
tahun 2024. Dengan demikian tidak terdapat program dan kegiatan yang mengakomodir

pencapaian sasaran tersebut pada pagu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
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Sasaran Strategis 7

Terwujudnya Fasilitasi dan Kebijakan Toponimi dan Penamaan Rupabumi Guna Memperkuat

Integritas dan Eksistensi Daerah

Pencapaian sasaran 7 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.25
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 7
Tahun 2021
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi | Capaian
(%)
1 | Terwujudnya Fasilitasi dan | Persentase nama-nama 95% 95% 100
Kebijakan Toponimi dan | rupa bumi yang
Penamaan Rupabumi Guna | terverifikasi sesuai
Memperkuat Integritas dan | target
Eksistensi Daerah
Rata-rata capaian 100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur

pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 100 %.

Dasar Perhitungan :

Capaian Kinerja

x 100%
Target Kinerja
95 x 100% = 100 %

Realisasi

95
Tabel 3.26
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 7
2020 2021
No Indikator Kinerja Realisasi Capaian Realisasi | Capaian
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
1 | Persentase nama-nama rupa 100% 111% 95% 100%
bumi yang terverifikasi sesuai
target
Tabel 3.27
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 7
Tahun 2020 dan 2021 serta Tahun akhir periode Renstra
No Indikator Kinerja Realisasi Realisasi Target
2020 2021 2024
1 | Persentase nama-nama rupa bumi yang 100% 95% 100%
terverifikasi sesuai target
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Target indikator kinerja “Persentase nama-nama rupa bumi yang terverifikasi sesuai
target” yang ditetapkan adalah 95% dan realisasinya adalah 95% atau dengan tigkat capaian
100%, untuk pencapaian sasaran ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan target
akhir Renstra dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 100%.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyeleggaraan Nama
Rupabumi adalah permukaan bumi beserta objek yang dapat dikenali identitasnya baik berupa
Unsur Alami maupun Unsur Buatan. Penyelenggaraan Nama Rupabumi adalah proses
pengumpulan Nama Rupabumi, penelaahan Nama Rupabumi, pengumuman Nama Rupabumi,
penetapan Nama Rupabumi baku, dan penyusunan Gazeter Republik Indonesia.

Sesuai dengan hasil rapat penyelenggaraan verifikasi terhadap unsur rupabumi (pulau) wilayah
IT tahun 2021 dengan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, terdapat 94 titik
jumlah indikasi awal yang diidentfikasi sebagai pulau di Provinsi Maluku namun hanya 89 titik
yang tervalidasi sebagai pulau yang merupakan Pulau di Kab. Kepualauan Tanimbar.

Pada sasaran ini didukung dengan 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan, sebagai berikut :
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan sub kegiatan :

Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan

e Sub-sub Kegiatan Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi Maluku

Analisis penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja serta alternatif solusi
Keberhasilan Pencapaian Kinerja dari “Persentase nama-nama rupa bumi yang
terverifikasi sesuai target” didukung oleh koordinasi yang baik antara Pemerintah
Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam setiap tahapan pendataan hingga
verifikasi penamaan rupa bumi, dimana spot/titik yang teridentifikasi sebagai pulau dapat
dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Provinsi dan

diteruskan ke pusat.
Permasalahan :

1. Belum optimalnya koordinasi dengan Pemerintah di Kab/Kota terkait pelaporan identifikasi
Pulau Baru yang ada di Kab/kota

Alternatif Solusi :

1. Menyurati Bupati/Walikota untuk melakukan identifikasi Pulau Baru di Kab/Kota serta
melaporkan hasilnya kepada Gubernur melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk

di Validasi dan ditindaklanjuti ke Kemendagri
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2. Berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai penanggung jawab
penyelenggaraan Rupabumi untuk memastikan Hasil Verifikasi dan Validasi Nama Rupabumi
di Provinsi Maluku tercatat dalam Gazeter Nasional 2021

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dan Program/Kegiatan Yang

Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.28
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 7
Program/Kegiatan Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen (%)
1 2 3

Program Pemerintahan dan 87.257.301 60.265.512 69,07
Otonomi Daerah
Kegiatan Pelaksanaan 87.257.301 60.265.512 69,07
Otonomi Daerah
Sub Kegiatan Pengembangan 87.257.301 60.265.512 69,07
Otonomi dan Penataan Urusan

Sub-Sub Kegiatan

Pembakuan Nama Rupa

Bumi Di Provinsi Maluku

Memperhatikan data realisasi diatas dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran yang
mencapai rata-rata 100 %, maka dapat disimpulkan bahwa Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah Setda Maluku telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 26.991.789,- atau 30,9%
dari total anggaran penunjang Sasaran 7 yang telah dialokasikan. Efisiensi anggaran ini
diperoleh dari akumulasi pagu anggaran yang mendukung setiap sasaran dikurangi realisasinya
sedangkan persentase efisiensi diperoleh dari jumlah anggaran efisiensi dibagi pagu anggaran
dikalikan 100 %.

Sasaran Strategis 8

Terwujudnya Koordinasi dan Fasilitasi Kebijakan Pemekaran Daerah dan Otonomi Daerah

Pencapaian sasaran 8 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
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Tabel 3.29

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 8

Tahun 2021
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian
(%)
1 Terwujudnya Koordinasi | Presentase Fasilitasi 100% 100% 100
dan Fasilitasi Kebijakan | Pemekaran Daerah dan
Pemekaran Daerah dan | Otonomi Daerah
Otonomi Daerah
Rata-rata capaian 100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur
pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 100%.

Dasar Perhitungan :

x 100%

Target Kinerja

= 100 x 100% = 100 %
100

Capaian Kinerja = Realisasi

Tabel 3.30
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 8
antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021

2020 2021
No Indikator Kinerja Realisasi Capaian Realisasi | Capaian
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja

1 Presentase Fasilitasi 100% 100% 100% 100%

Pemekaran Daerah dan

Otonomi Daerah

Tabel 3.31
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 8
Tahun 2020 dan 2021 serta Tahun akhir periode Renstra
No Indikator Kinerja Realisasi | Realisasi Target
2020 2021 2024

1 Presentase Fasilitasi Pemekaran Daerah 100% 100% 100%

dan Otonomi Daerah

Berdasarkan data tabel diatas sasaran “Terwujudnya Koordinasi dan Fasilitasi Kebijakan
Pemekaran Daerah dan Otonomi Daerah” dapat dilihat bahwa target indikator yang
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digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya
dan target akhir Renstra dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 100 %.

Pada sasaran ini didukung dengan 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan, sebagai berikut :

Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan dengan sub kegiatan :

Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah

o Sub-sub kegiatan penyiapan dokumen DOB
Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan sub kegiatan
Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
o Sub-sub kegiatan pelaksanaan penyerahan P3D
o Sub-sub kegiatan HUT OTDA

Analisis penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja serta alternatif Solusi
Keberhasilan pencapaian Kinerja dari indikator kinerja “Persentase fasilitasi pemekaran
daerah dan otonomi daerah” ini karena koordinasi yang baik dari seluruh stakeholder baik
itu Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Tim Pemekaran Kabupaten serta pelaksanaan fasilitasi
oleh Pemerintah Provinsi dalam menyiapkan seluruh dokumen persyaratan pemekaran yang
akan dijadikan sebagai database design penataan daerah dan bukti fisik administrasi koordinasi
dalam penyerahan P3D.

Capaian yang dihasilkan dalam sasaran ini adalah :

1. Terfasilitasinya 13 Usulan Calon Daerah Otonomi Baru Pemerintah Provinsi Maluku dalam

grand design penataan daerah otonomi baru

2. Tersedianya data dan informasi bukti pengalihan urusan P3D untuk dilakukan verifikasi dan

evaluasi konkrit barang/benda dengan data

3. Terlaksananya Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah

Permasalahan :

1. Hingga saat ini Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara
Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, belum ditetapkan dan sementara
diproses oleh Kementerian Dalam Negeri

2. Sehubungan dengan kondisi keuangan Negara tersebut, maka Pemerintah juga menunda
menetapkan kedua Peraturan Pemerintah yaitu tentang Penataan Daerah Pengganti pp No.
78 Tahun 2007 yang akan dijadikan acuan teknis Pembentukan Daerah Persiapan /DOB dan
Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar penataan Daerah

3. Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan

Daerah belum ditanda tangani oleh Presiden karena sesuai Kebijakan Nasional
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menginstruksikan terkait Pembentukan Daerah, namun Pemerintah masih memberlakukan
penundaan sementara atau moratorium terhadap Pembentukan Daerah Otonomi., Baru
karena kondisi kebijakan Fiskal Nasional sedang difokuskan untuk penanganan Covid 19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional serta keuangan Negara belum memungkinkan terutama karena

masih diperlukan untuk pembiayaan, prioritas pembangunan nasional yang bersifat strategis.

4. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah khususnya terkait pengalihan urusan pemerintahan Pemerintah Provinsi Maluku
telah memfasilitasi pengalihan P3D dari Kabupaten/Kota se Maluku. Namun Belum
dilakukan verifikasi di lapangan untuk memastikan aset yang diserahkan sesuai dengan

data hasil inventarisasi

Alternatif Solusi :

1.

Perlu adanya payung hukum atau regulasi yang jelas terkait pemekaran calon Daerah

Otonomi Baru

. Pemerintah Daerah juga diharapkan agar menyiapkan Peta Batas yang ditetapkan oleh Badan

Informasi Geospasial (BIG) dengan dilengkapi penetapan titik koordinat maka akan
mempengaruhi kelanjutan proses calon Daerah Otonom Baru/daerah persiapan sementara

diproses

. Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diharapkan agar tetap

menyiapkan dokumen persyaratan sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga apabila proses DOB sudah dapat
berjalan di Kementerian Dalam Negeri, semua kelengkapan sudah lengkap sehingga

mempercepat proses pembentukan Daerah Persiapan /DOB.

. Perlu dilakukan verifikasi pada beberapa Kabupaten, sehingga dapat diselesaikan oleh

Pemerintah Provinsi Maluku guna dapat dicatat sebagai barang milik daerah
Perlu dibentuk Tim Proses penyelesaian Aset tersebut, dan dukungan anggarannya dapat
dimasukkan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Provinsi Maluku.
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e Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dan Program/Kegiatan Yang

Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.32
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 8
Program/Kegiatan Anggaran Rp) Realisasi (Rp) Persen (%)
1 2 3 4

Program Pemerintahan dan | 221.109.373 188.239.653 85,13
Otonomi Daerah

Kegiatan Pelaksanaan 221.109.373 188.239.653 85,13
Otonomi Daerah

Sub Kegiatan Pengembangan 137.239.145 108.139.315 78,80

Otonomi dan Penataan Urusan

= Sub-Sub Kegiatan
Pelaksanaan Penyerahan P3D

= Sub-Sub Kegiatan HUT OTDA

Kegiatan Pelaksanaan 83.870.228 80.100.338 95,51

Otonomi Daerah

Sub Kegiatan Fasilitasi 83.870.228 80.100.338 95,51

Penataan Wilayah

= Sub-sub kegiatan penyiapan
dokumen DOB

Memperhatikan data realisasi diatas dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja Sasaran yang
mencapai rata-rata 100%, maka dapat disimpulkan bahwa Biro Pemerintahan dan Otonomi
daerah Setda Maluku telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 32.869.720,- atau 14,9%
dari total anggaran penunjang Sasaran 8 yang telah dialokasikan. Efisiensi anggaran ini
diperoleh dari akumulasi pagu anggaran yang mendukung setiap sasaran dikurangi realisasinya
sedangkan persentase efisiensi diperoleh dari jumlah anggaran efisiensi dibagi pagu anggaran
dikalikan 100%.
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Sasaran Strategis 9

Terbinanya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Kabupaten/Kota melalui penyusunan dan
Pelaporan LPPD dan EPPD

Pencapaian sasaran 9 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 3.33
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 9
Tahun 2021
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi | Capaian
(%)
1 | Terbinanya Pelaksanaan | Presentase LPPD dan 100% 100% 100
Urusan Pemerintahan di | EPPD yang Berkualitas
Kabupaten/Kota melalui
penyusunan dan Pelaporan
LPPD dan EPPD
Rata-rata capaian 100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur
pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 100%.

Dasar Perhitungan :

x 100%
Target Kinerja

100 x 100% = 100 %
100

Capaian Kinerja Realisasi

Tabel 3.34
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 9
antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021

2020 2021
No Indikator Kinerja Realisasi Capaian Realisasi | Capaian
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
1 | Presentase LPPD dan EPPD 100% 100% 100% 100%
yang Berkualitas
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Tabel 3.35
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 9
Tahun 2020 dan 2021 serta Tahun akhir periode Renstra

No Indikator Kinerja Realisasi Realisasi Target

2020 2021 2024

1 Presentase LPPD dan EPPD yang 100% 100% 100%
Berkualitas

Target indikator “Presentase LPPD dan EPPD yang Berkualitas” yang ingin dicapai adalah 100%
dan realisasi 100%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dipenuhi dengan tingkat
capaian 100 %.

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada
pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
dilakukan oleh tim penyusun LPPD, dalam penyusunannya sumber informasi utama untuk data
yang dituangkan dalam LPPD bersumber dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan, badan pusat statistik atau instansi terkait lainnya. Dalam hal ini Pemerintah
Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku dan perangkat daerah lingkup provinsi Maluku seluruhnya
telah menyusun dan menyampaikan Dokumen LPPD sehingga penyampaian Dokumen LPPD

dapat disampaikan kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pada sasaran ini didukung dengan 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan, sebagai berikut :
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Kegiatan Pelaksanaan otonomi Daerah :
Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan

o Sub-sub Kegiatan Penyusunan LPPD

o Sub-sub Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Analisis penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja serta alternatif solusi
Keberhasilan pencapaian Kinerja dari “Persentase LPPD dan EPPD yang berkualitas”,
dimana kualitas LPPD dan EPPD sangat ditentukan dari dokumen yang sesuai dengan
Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah dan disertai adanya bukti-bukti dokumen pendukungnya serta adanya koordinasi dan
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kerjasama yang terbangun antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi terkait lainnya dan ketersediaan dokumen dan
data-data yang dibutuhkan serta integritas dan solidaritas Tim LPPD Provinsi Maluku. Capaian
yang dihasilkan dalam sasaran ini adalah tersusunnya dokumen Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan setiap Kepala Daerah melaporkan hasil
penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahunnya sehingga dapat dimanfaatkan oleh
Kepala Daerah untuk meningkatkan kinerja sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat
secara signifikan

Permasalahan :

Mulai Tahun 2021 pelaporan dan penyampaian LPPD disamping melalui manual pelaporan
dalam bentuk dokumen, juga secara online melalui aplikasi (SILPPD) namun dalam
pelaksanaannya belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian besar Pemerintah Daerah Provinsi,
Kabupaten dan Kota sehingga pada saat pelaksanaan evaluasi terhadap hasil LPPD masih
terdapat banyak kekurangan, di tahun 2021 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diturunkan dari
Kementerian/Lembaga sudah mengacu pada Permendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga belum secara menyeluruh dilaksanakan oleh
OPD masing-masing

Alternatif Solusi :

Perlu dilaksanakannya Bimtek secara berkala terkait pengisian dan penginputan SILPPD, OPD
pelaksana urusan perlu memasukan IKK sebagai bagian dalam Dokumen Perencanaan Daerah
(DOKRENDA) untuk tahun berikutnya sehingga sudah dapat dilaksanakan Meningkatkan
Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah Pusat, Kab/Kota terkait penyiapan data dan

informasi pendukung proses pemekaran daerah

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dan Program/Kegiatan Yang

Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja :

Tabel 3.36
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 9
Program/Kegiatan Anggaran(Rp) Realisasi (Rp) Persen (%)
1 2 3 4
Program Pemerintahan dan | 464.937.724 450.834.105 96,97
Otonomi Daerah
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Kegiatan Pelaksanaan 464.937.724 450.834.105 96,97
Otonomi Daerah
Sub Kegiatan Evaluasi dan 464.937.724 450.834.105 96,97

Penyelenggaraan
Pemerintahan

= Sub-Sub Kegiatan
Penyusunan LPPD

= Sub-Sub Kegiatan Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan

Memperhatikan data realisasi diatas dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja Sasaran yang
mencapai rata-rata 100%, maka dapat disimpulkan bahwa Biro Pemerintahan dan Otonomi
daerah Setda Maluku telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 14.103.619,- atau 3,03%
dari total anggaran penunjang Sasaran 8 yang telah dialokasikan. Efisiensi anggaran ini
diperoleh dari akumulasi pagu anggaran yang mendukung setiap sasaran dikurangi realisasinya

sedangkan persentase efisiensi diperoleh dari jumlah anggaran efisiensi dibagi pagu anggaran

dikalikan 100%.

Sasaran Strategis 10

Terwujudnya Fasilitasi dan Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pencapaian sasaran 10 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.37
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 10
Tahun 2021
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi | Capaian
(%)
1 Terwujudnya Fasilitasi dan | Presentase Fasilitasi 100% 100% 100%
Pelaksanaan Penerapan | Penerapan SPM
Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
Rata-rata capaian 100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur

pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 100%.

Dasar Perhitungan :
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Capaian Kinerja = Realisasi  x 100%

Target Kinerja

100

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 10
antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021

100 x 100% = 100 %

Tabel 3.38

2020 2021
No Indikator Kinerja Realisasi Capaian Realisasi | Capaian
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
1 | Presentase Fasilitasi 100% 100% 100% 100%
Penerapan SPM
Tabel 3.39
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 10
Tahun 2020 dan 2021 serta Tahun akhir periode Renstra
No Indikator Kinerja Realisasi Realisasi Target 2024
2020 2021
1 Presentase Fasilitasi Penerapan SPM - 100% 100%

Berdasarkan data tabel diatas target indikator “Presentase Fasilitasi Penerapan SPM” yang

ingin dicapai adalah 100% dan realisasi 100%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya

dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 100 %.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, SPM didefinisikan sebagai ketentuan

mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang

berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah

pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang

diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi

jenis SPM terdiri atas :

1.

Pendidikan;

2. Kesehatan;

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman;
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5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat; dan

6. Sosial

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan
Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang harus diperoleh setiap warga negara. Penerapan SPM
oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. pengumpulan data;

2. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;

3. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan

4. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
Pelaksanaan penerapan SPM dapat dilaksanakan karena dari sebanyak 6 (enam) OPD
pengampu SPM baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruhnya telah melakukan update
pelaporan berbasis web pada aplikasi SPM sehingga pelaporan SPM dapat disampaikan sesuai
dengan waktu yang ditentukan.
Pada sasaran ini didukung dengan 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan, sebagai berikut :

Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan sub kegiatan :
Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
o Sub-sub Kegiatan SPM
Analisis penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja serta alternatif solusi

Keberhasilan pencapaian kinerja ini sangat ditentukan dari adanya bukti-bukti dokumen

pendukungnya, adanya koordinasi dan kerjasama yang terbangun antara Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) Pengampu lingkup Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi

terkait lainnya dan ketersediaan dokumen dan data-data yang dibutuhkan sehingga dapat
diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan.

Permasalahan :

Dalam pelaksanaan penerapan SPM masih terdapat kendala/hambatan yang dihadapi,

beberapa kendala utama yang dihadapi dalam penerapan SPM adalah sebagai berikut :

1. Dari evaluasi yang dilakukan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, menyatakan
bahwa program dan kegiatan SPM belum sepenuhnya bercirikan SPM dan belum menjadi
bagian dalam Dokumen Perencanaan Daerah (DOKRENDA) dalam hal ini adalah RPIJMD,
sehingga diharapkan SPM dapat terintegrasi di dalam revisi RPIMD Provinsi Maluku kali ini,
pemahaman aparatur pelaksana SPM baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota dirasakan
masih kurang sehingga perlu upaya untuk meningkatkan pemahaman aparatur terkait SPM
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. Update pelaporan berbasis web dari OPD pengampu baik di tingkat Provinsi, Kabupaten
dan Kota pada aplikasi SPM masih mengalami hambatan, hal ini sangat dipengaruhi oleh
jaringan internet yang kurang stabil

. Untuk SPM bidang pendidikan masih beda pemahaman OPD terkait indikator khusus
program Pendidikan Menengah Kejuruan dimana untuk usia antara 7-15 tahun bukan
merupakan usia pendidikan menengah melainkan usia pendidikan dasar dan menengah
pertama yang dalam hal ini adalah kewenangan Kabupaten dan Kota

. Untuk SPM bidang kesehatan, masih terdapat perbedaan pemahaman antar OPD pemangku
bidang kesehatan dengan Ditjen Bina Bangda tentang program pelayanan kesehatan bagi
penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana, serta
program pelayanan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi

. Untuk SPM bidang pekerjaan umum, kondisi geografis di Provinsi Maluku yang ber gugusan
kepulauan sehingga penerapan SPM yang berskala regional hanya dapat dilakukan untuk
melayani 2 (dua) Kabupaten/Kota yang berdekatan atau satu daratan belum dapat
dilaksanakan. Dalam proses perencanaan usulan SPAM dan SPALD skala regional belum
menjadi skala prioritas daerah, karena pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi maluku
memiliki sumber mata air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya masing-
masing. Dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang terbatas pemerintah Provinsi
belum memprioritaskan pembangunan SPAM dan SPALD regional karena memperhitungkan
sisi ekonomis pembangunan tersebut membutuhkan anggaran yang cukup besar. Sehingga
dengan demikian diharapkan adanya penganggaran yang bersumber dari dana Alokasi
Khusus untuk Menerapkan SPM bidang Pekerjaan Umum yang berskala lintas kabupaten
dan kota demi layanan dasar Air Minum di Provinsi Maluku.

. Untuk SPM bidang perumahan dan permukiman permasalahan yang dihadapi adalah
kebutuhan rumah akibat bencana yang besar dengan pembiayaan yang sangat terbatas
hanya pada APBD dan tidak ada sumber dana lainnya, sehingga tidak dapat memungkinkan
untuk diselesaikan semua yang terdampak bencana.

Keterbatasan proses pelelangan barang dan jasa serta pengesahan dokumen perubahan
berimplementasi pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan, hal ini yang berdampak pada
OPD pemangku SPM vyang kegiatannya dilakukan melalui proses pelelangan,
ketidaktersediaan data/dokumen dalam pemetaan daerah berwilayah kumuh pada
kab/kota.

. untuk SPM bidang trantibum linmas permasalahan dasar yang dihadapi adalah kurangnya

sarana dan prasarana fasilitas pendukung operasional kegiatan.
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9. Untuk SPM bidang sosial, indikator kinerja rehabilitas sosial dasar untuk penyandang
disabilitas di dalam panti sosial dasar tuna sosial khususnya gelandang dan pengemis di
dalam panti sosial belum dapat dilaksanakan karena belum atau tidak tersedianya fasilitas

panti.

e Alternatif Solusi :
1. Diharapkan SPM dapat dimasukan dalam DOKRENDA RPIMD sehingga dapat terintegrasi
di dalam revisi RPIJMD Provinsi Maluku
2. Perlu perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan internet sehingga update pelaporan
berbasis web dari OPD pengampu pada aplikasi SPM tidak lagi mengalami keterlambatan
3. Terhadap permasalahan SPM untuk bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan
Permukiman, Trantibum Linmas dan Sosial, sangat diharapkan perhatian serius dari
pemerintah Daerah dalam hal peningkatan penganggaran untuk merealisasikan kegiatan-
kegiatan tersebut
e Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dan Program/Kegiatan Yang
Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.40
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 2

Program/Kegiatan Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen (%)
1 2 3 4
Program Pemerintahan dan 129.932.674 123.052.176 94,70
Otonomi Daerah
Kegiatan Pelaksanaan 129.932.674 123.052.176 94,70

Otonomi Daerah

Sub Kegiatan Evaluasi dan 129.932.674 123.052.176 94,70
Penyelenggaraan Pemerintahan

= Sub-Sub Kegiatan SPM

Memperhatikan data realisasi diatas dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja Sasaran yang
mencapai rata-rata 100%, maka dapat disimpulkan bahwa Biro Pemerintahan dan Otonomi
daerah Setda Maluku telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 6.880.498,- atau 5,30 %
dari total anggaran penunjang Sasaran 9 yang telah dialokasikan. Efisiensi anggaran ini
diperoleh dari akumulasi pagu anggaran yang mendukung setiap sasaran dikurangi realisasinya
sedangkan persentase efisiensi diperoleh dari jumlah anggaran efisiensi dibagi pagu anggaran
dikalikan 100%
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Sasaran Strategis 11

Terbinanya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Negeri dan Pembinaan Pemerintahan
Kecamatan/Kelurahan serta Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
dan Kecamatan/Kelurahan

Pencapaian sasaran 11 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.41
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 11
Tahun 2021
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi | Capaian
(%)
1 Terbinanya Penyelenggaraan | Presentase Pembinaan 100% 91% 91%
Pemerintahan Desa/Negeri dan | Penyelenggaraan
Pembinaan Pemerintahan | Pemerintahan
Kecamatan/Kelurahan serta | Desa/Negeri Kelurahan
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas | dan Kecamatan
Aparatur Pemerintahan Desa dan
Kecamatan/Kelurahan
Rata-rata capaian 91%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur
pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 91%.
Dasar Perhitungan :

Capaian Kinerja = Realisasi  x 100%
Target Kinerja
= 91 x100% =91 %
100

Tabel 3.42
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 11
antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021

2020 2021
No Indikator Kinerja Realisasi Capaian Realisasi | Capaian
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja

1 Presentase Pembinaan
Penyelenggaraan

100%

100%

91%

91%
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Pemerintahan Desa/Negeri
Kelurahan dan Kecamatan

Tabel 3.43
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 11
Tahun 2020 dan 2021 serta Tahun akhir periode Renstra

No Indikator Kinerja Realisasi Realisasi Target
2020 2021 2024
1 Presentase Pembinaan 100% 91% 100%
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa/Negeri Kelurahan dan
Kecamatan

Target indikator kinerja “Presentase Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa/Negeri Kelurahan dan Kecamatan” yang ingin dicapai adalah 100% realisasi yang
dicapai adalah 91%, sasaran ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami
penurunan dengan tingkat capaian 91%. Tahun 2021 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
hanya melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di tataran kecamatan dengan
melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kecamatan dan pengisian jabatan
camat di Kabupaten/Kota, karena sebagian urusan pemerintahan desa tidak lagi menjadi tugas

pokok dan fungsi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Dari sebanyak 11 (sebelas) kabupaten/Kota pembinaan, Biro pemerintahan dan Otonomi Daerah
hanya dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kecamatan dan pengisian

jabatan camat di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota.

Pada sasaran ini didukung dengan 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan, sebagai berikut :
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah :
Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan

o Sub-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Pengisian Jabatan Camat
Analisis penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja serta alternatif solusi
Keberhasilan pencapaian Kinerja ini karena adanya sinergitas dan pelaksanaan pembinaan yang
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam pengisian jabatan camat dan
evaluasi kinerja kecamatan serta komunikasi dan koordinasi intensif yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Provinsi melalui rapat-rapat dan kegiatan teknis sehingga Pemerintah

Kabupaten/Kota telah melakukan tahapan-tahapan pembinaan secara berkala terhadap camat
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maupun Pemerintah Kecamatan. Capaian dari sasaran ini adalah terisinya jabatan camat di

Kabupaten/Kota dan terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja kecamatan dan camat.

¢ Permasalahan:

1.

Pengisian jabatan camat belum sesuai ketentuan, kriteria dan kualifikasi pendidikan yang
telah ditentukan oleh UU No. 23 tahun 2014 pasal 224 tentang Pengisian jabatan camat
kriteria yang dimaksud adalah yang memiliki kemampuan teknis yang sesuai dengan
kualifikasi pendidikan di bidang pemerintahan dan kepamongprajaan

. Pada Tahun 2021 terjadi perubahan regulasi dan perubahan nomenklatur pada biro

pemerintahan sehingga terjadi perubahan struktur organisasi yang menyebabkan
penyesuaian pada program dan kegiatan yang berpengaruh pada tingkat capaian sasaran,
dimana sebagian urusan desa sudah tidak lagi menjadi tupoksi Biro Pemerintahan dan Otda
Setda Maluku

. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di tataran Kecamatan, camat

mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota namun
belum ada Peraturan Bupati/Wali Kota yang mengatur tentang pelimpahan sebagian

kewenangan Bupati kepada Camat

. Masih kurangnya Kualitas dan Kuantitas sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka

mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan.

e Alternatif Solusi :

1.

Perlu adanya sinergitas dan pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
dengan Kabupaten/Kota dalam pengisian jabatan Camat dan evaluasi kinerja kecamatan
serta komunikasi dan koordinasi intensif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi melalui

rapat-rapat dan kegiatan teknis

. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota agar dapat melakukan tahapan-tahapan pembinaan

secara berkala terhadap camat maupun kecamatan

. Bupati/Walikota dalam melakukan pengisian/pengangkatan Camat harus memperhatikan

Aparatur Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan

sesuai peraturan perundang-undangan

. Mendorong pemerintah Kabupaten/Kota untuk membuat aturan/kebijakan terkait

pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat untuk melaksanakan sebagian
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota dengan

berpedoman pada Peraturan Pemerintah

. Mengajukan Penambahan Pegawai sesuai dengan Analisa Jabatan
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6. Perlu adanya Bimtek untuk kualitas sumber daya aparatur di kecamatan sesuai dengan
kemampuan teknis dan kompetensi tertentu.
e Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dan Program/Kegiatan Yang
Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.44
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 11
. Anggaran Realisasi Persen (%)
Program/Kegiatan
g g (Rp) (Rp)
1 2 3 4
Program Pemerintahan dan | 194.709.175 | 183.012.072 93,99
Otonomi Daerah
Kegiatan Pelaksanaan 194.709.175 | 183.012.072 93,99
Otonomi Daerah
Sub Kegiatan Evaluasi dan 194.709.175 183.012.072 93,99
Penyelenggaraan
Pemerintahan
= Sub-Sub Kegiatan Evaluasi
Kinerja Kecamatan dan
Pengisian Jabatan Camat

Biro Pemerintahan dan Otonomi daerah Setda Maluku telah melakukan efisiensi anggaran
sebesar Rp. 11.697.103,- atau 6,01 % dari total anggaran penunjang Sasaran 11 yang telah
dialokasikan. Efisiensi anggaran ini diperoleh dari akumulasi pagu anggaran yang mendukung
setiap sasaran dikurangi realisasinya sedangkan persentase efisiensi diperoleh dari jumlah

anggaran efisiensi dibagi pagu anggaran dikalikan 100%.

Sasaran Strategis 12

Terwujudnya Koordinasi dan Percepatan Penerapan PATEN Pada Tataran Pemerintahan

Kecamatan

Pencapaian sasaran 12 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
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Tabel 3.45

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 12

Tahun 2021
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian
(%)

1 Terwujudnya Koordinasi dan | Presentase 50% 40% 80%
Percepatan Penerapan | kabupaten/Kota yang
PATEN Pada Tataran | Menerapkan PATEN
Pemerintahan Kecamatan

Rata-rata capaian 80

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur

pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 80%.

Dasar Perhitungan :
x 100%
Target Kinerja

= 40 x 100% = 80 %
50

Capaian Kinerja = Realisasi

Tabel 3.46

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 12
antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021

2020 2021
No Indikator Kinerja Realisasi Capaian Realisasi | Capaian
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
1 Persentase kabupaten/Kota - - 40% 80
yang Menerapkan PATEN
Tabel 3.47
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 12
Tahun 2020 dan 2021 serta Tahun akhir periode Renstra

No Indikator Kinerja Realisasi Realisasi Target

2020 2021 2024

1 Persentase kabupaten/Kota yang - 40% 100%

Menerapkan PATEN

Berdasarkan data tabel diatas target indikator kinerja “Persentase kabupaten/Kota yang

Menerapkan PATEN” yang ingin dicapai adalah 50 % realisasi yang dicapai adalah 40% atau

dengan tingkat capaian 80%.
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Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) menurut Permendagri Nomor 4 Tahun
2010 adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya,
mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
Adapun ruang lingkup PATEN yang meliputi :

a. Pelayanan bidang perizinan; dan
b. Pelayanan bidang non perizinan

Sampai dengan tahun 2021 dari sebanyak 5 (lima) Kabupaten/Kota yang ditargetkan dapat
menerapkan PATEN di tingkat Kecamatan, nhamun hanya 2 (dua) kabupaten/Kota yang baru
menerapkan PATEN yaitu di Kabupaten Buru dan Seram Bagian Barat.

Pada sasaran ini didukung dengan 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan, sebagai berikut :
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan :
o Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
e Analisis penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja serta alternatif solusi
Keberhasilan PATEN sebagai sistem pelayanan yang relatif baru di tingkat kecamatan sangat
ditentukan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain komitmen pimpinan baik di
tingkat kecamatan maupun Kabupaten/Kota, capaian sasaran ini didukung dengan
dilaksanakanya rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota dan Para Camat se-Provinsi
Maluku dalam rangka percepatan penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN).
e Permasalahan :
1. Keterbatasan sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam penerapan PATEN di
tingkat Kecamatan
2. Kurangnya SDM Aparatur dalam memberikan pelayanan yang maksimal
3. Belum jelasnya kebijakan/Peraturan Daerah mengenai pendelegasian atau pelimpahan
sebagian wewenang Bupati kepada Camat. Wewenang yang dilimpahkan itu meliputi bidang
perizinan dan non perizinan. Pelimpahan wewenang ini menjadi persyaratan substantif, Hal
ini diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan pada
Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan selain tugas umum pemerintahan, Camat melaksanakan
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
e Alternatif Solusi :
1. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan pemda Kab/Kota dan Kecamatan dalam
percepatan penerapan PATEN
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2. Mendorong pemerintah Kab/Kota untuk membuat aturan/kebijakan dalam pelimpahan
sebagian kewenangan bupati kepada Camat agar pemerintah di tataran Kecamatan dapat
mengaplikasikan apa yang telah ditetapkan dalam sistem PATEN berdasarkan Permendagri
No 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN),
serta

3. Melakukan revisi terhadap Peraturan Bupati tentang pelimpahan sebagian wewenang yang
sebelumnya sudah diterbitkan karena tidak sesuai lagi setelah adanya pelimpahan
kewenangan kepada Camat

e Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dan Program/Kegiatan Yang

Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.48
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 12
. Anggaran Realisasi Persen (%)
Program/Kegiatan
J 9 (Rp) (Rp)
1 2 3 4
Program Pemerintahan dan | 139.999.554 | 117.072.554 83,62
Otonomi Daerah
Kegiatan Pelaksanaan 139.999.554 | 117.072.554 83,62
Otonomi Daerah
Sub Kegiatan Pengelolaan 139.999.554 117.072.554 83,62
Administrasi Kebijakan
Pemerintahan

Memperhatikan data realisasi diatas dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja Sasaran yang
mencapai rata-rata 80%, maka dapat disimpulkan bahwa Biro Pemerintahan dan Otonomi
daerah Setda Maluku telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 22.927.000,- 16,38 %
dari total anggaran penunjang Sasaran 12 yang telah dialokasikan. Efisiensi anggaran ini
diperoleh dari akumulasi pagu anggaran yang mendukung setiap sasaran dikurangi realisasinya
sedangkan persentase efisiensi diperoleh dari jumlah anggaran efisiensi dibagi pagu anggaran
dikalikan 100 %.

Sasaran Strategis 13

Terwujudnya Fasilitasi dan Koordinasi Usul Pemekaran Kecamatan, serta Data Peningkatan

Status Dusun Menjadi Desa/Negeri

Pencapaian sasaran 13 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
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Tabel 3.49
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 13
Tahun 2021

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi | Capaian
(%)
1 | Terwujudnya  Fasilitasi  dan | Presentase Fasilitasi | 100% 100% 100%
Koordinasi  Usul  Pemekaran | Pemekaran Desa dan
Kecamatan, serta Data | Kecamatan
Peningkatan Status Dusun
Menjadi Desa/Negeri
Rata-rata capaian 100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur
pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 100%.

Dasar Perhitungan :

x 100%

Target Kinerja

100 x 100% = 100 %
100

Capaian Kinerja = Realisasi

Tabel 3.50
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 13
antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021

2020 2021
No Indikator Kinerja Realisasi Capaian Realisasi | Capaian
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
1 | Presentase Fasilitasi 100% 100% 100% 100%
Pemekaran Desa dan
Kecamatan
Tabel 3.51
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 13
Tahun 2020 dan 2021 serta Tahun akhir periode Renstra
No Indikator Kinerja Realisasi Realisasi Target
2020 2021 2024
1 Presentase Fasilitasi Pemekaran 100% 100% 100%
Desa dan Kecamatan

Target indikator kinerja “Presentase Fasilitasi Pemekaran Desa dan Kecamatan” yang

ingin dicapai adalah 100% realisasi 100% atau dengan tingkat capaian 100%.
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Pembentukan wilayah baru disebut juga pembentukan pemekaran otonomi daerah menurut
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, penataan daerah terdiri
dari pemekaran daerah dan penggabungan daerah, pembentukan daerah mencangkup
pembentukan daerah provinsi dan pembentukan daerah kabupaten. Dalam hal ini pemerintah
daerah dapat memekarkan dan melakukan penataan wilayah daerah baru demi mewujudkan
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
19 tahun 2008 Tentang Kecamatan , penataan kecamatan meliputi :

a. Pembentukan kecamatan;

b. Penggabungan bagian kecamatan; dan

c. Penyesuaian kecamatan
Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 58 Tahun 2021 adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, berupa angka yang
merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan
atau yang disebut dengan nama lain, desa atau yang disebut dengan nama lain dan kelurahan
serta pulau seluruh Indonesia.
Tahapan pemekaran diawali dengan penyampaian Peraturan bupati/Walikota tentang
pembentukan/pemekaran desa/kecamatan ke Gubernur dalam hal ini Biro Pemerintahan dan
Otonomi Daerah untuk selanjutnya dilakukan tahapan berikutnya sampai dengan pemberian
kode register wilayah.
Berdasarkan hasil rapat verifikasi data nama dan kode usulan provinsi dan kabupaten/kota pada
kegiatan verivikasi data desa regional II tahun 2021 yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Bina Pemerintahan Desa, sebanyak 2 (Dua) Kabupaten/Kota yang mengajukan pengusulan
perbaikan/perubahan nama akibat pemekaran kecamatan yang telah selesai diverivikasi dan
disepakatai adalah Kec. Awear Rumngevur yang ada di Kab.Kepulauan Tanimbar dan Kec.
Tounussa di Kab. Seram Bagian Barat.
Pada sasaran ini didukung dengan 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan, sebagai berikut :
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan :

o Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemerintahan Umum
Analisis penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja serta alternatif solusi
Keberhasilan pencapaian Kinerja dari “Presentase Fasilitasi Pemekaran Desa dan
Kecamatan” disebabkan oleh adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dalam menyiapkan
kelengkapan data-data persyaratan/administrasi dan verifikasi teknis pengusulan pemekaran
kecamatan dan kode wilayah sehingga terfasilitasi dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Permasalahan
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Proses pengusulan kode dan data administrasi wilayah pemerintahan di beberapa
Kabupaten/Kota sudah berjalan optimal, namun hambatan yang dihadapi adalah terkait
keterlambatan kelengkapan data-data dan persyaratan/administrasi dalam pengusulan

pemekaran kecamatan maupun pengusulan/perbaikan nama dan kode register wilayah.

e Alternatif Solusi :

Bagian Pemerintahan di Kabupaten/Kota untuk segera melakukan koordinasi dengan camat dan
BIG (Badan Informasi Geospasial) untuk penetapan batas kecamatan agar tidak terjadi
keterlambatan dalam proses pemekaran kecamatan maupun pengusulan kode register wilayah.

e Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dan Program/Kegiatan Yang

Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.52
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 13
. Anggaran Realisasi Persen (%)
Program/Kegiatan
9 9 (Rp) (Rp)
1 2 3 4

Program Pemerintahan dan 139.997.392 | 136.985.900 97.85
Otonomi Daerah
Kegiatan Pelaksanaan Tugas 139.997.392 | 136.985.900 97.85
Pemerintahan
Sub Kegiatan Pengelolaan 139.997.392 136.985.900 97.85
Administrasi Kebijakan
Pemerintahan

Biro Pemerintahan dan Otonomi daerah Setda Maluku telah melakukan efisiensi anggaran
sebesar Rp. 3.011.492,- 2,15 % dari total anggaran penunjang Sasaran 13 yang telah
dialokasikan. Efisiensi anggaran ini diperoleh dari akumulasi pagu anggaran yang mendukung
setiap sasaran dikurangi realisasinya sedangkan persentase efisiensi diperoleh dari jumlah

anggaran efisiensi dibagi pagu anggaran dikalikan 100%.

3.2 Realisasi Anggaran

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2021 didukung dengan anggaran sebesar
Rp. 39.986.418.653 yang digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program 7 (tujuh) kegiatan
dan 14 (empat belas) kegiatan. Secara ringkas berdasarkan alokasi anggaran Biro Pemerintahan
dan Otonomi Daerah Setda Maluku pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, komposisi
pagu dan realisasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan adalah sebagai berikut :
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Tabel 3.2.1
Anggaran dan Realisasi (Program dan Kegiatan)
Tahun Anggaran 2021

No | Program dan Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Sisa Anggaran P?:Z (;n
1 2 3 4 5 6

1 | Kegiatan Penyediaan 268.784.321 268.165.080 619.241 99,77
Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

2 | Penyediaan Jasa Surat 24.960.011 24.340.770 619.241 97,52
Menyurat

3 | Penyediaan Jasa 243.824.310 243.824.310 - 100,00
Pelayanan Umum Kantor

4 | Kegiatan Administrasi 473.322.000 413.600.356 59.721.644 87,38
Umum Perangkat
Daerah

5 | Penyediaan Barang Cetak 37.100.000 34.300.000 2.800.000 92,45
dan Penggandaan

6 | Penyelenggaraan Rapat 436.222.000 379.300.356 56.921.644 86,95
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

7 | Kegiatan Administrasi 51.459.000 - 51.459.000 -
Kepegawaian
Perangkat Daerah

8 | Bimbingan Teknis 51.459.000 - 51.459.000 -
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

9 | Kegiatan 133.520.000 100.213.312 33.306.688 75,05
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

10 | Penyediaan Jasa 110.380.000 91.973.312 18.406.688 83,32
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi 23.140.000 8.240.000 14.900.000 35,61
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya
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No | Program dan Kegiatan | Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) | Sisa Anggaran P?:/ssn
1 2 3 4 5 6

13 | Kegiatan Pelaksanaan 36.109.511.689 | 35.230.162.030 | 879.349.659 97,56
Tugas Pemerintahan

14 | Pengelolaan Administrasi 139.999.554 117.072.554 22.927.000 83,62
Kebijakan Pemerintahan

15 | Fasilitasi Pelaksanaan 139.997.392 136.985.900 3.011.492 97,85
Pemerintahan Umum

16 | Fasilitasi Penataan 35.829.514.743 34.976.103.576 853.411.167 97,62
Wilayah

17 | Kegiatan Pelaksanaan 1.451.843.397 1.215.762.669 236.080.728 83,74
Otonomi Daerah

18 | Fasilitasi Administrasi 327.027.224 290.459.489 36.567.735 88,82
Kepala Daerah dan DPRD

19 | Pengembangan Otonomi 224.496.446 168.404.827 56.091.619 75,01
dan Penataan Urusan

20 | Evaluasi dan 900.319.727 756.898.353 143.421.374 84,07
Penyelenggaraan
Pemerintahan

21 | Kegiatan Fasilitasi 1.497.978.246 1.423.468.531 74.509.715 95,03
Kerjasama Daerah

22 | Fasilitasi Kerjasama Antar 1.127.646.990 1.075.977.252 51.669.738 95,42
Pemerintah

23 | Fasilitasi Kerjasama 195.332.316 181.249.454 14.082.862 92,79
Badan Usaha/Swasta

24 | Evaluasi Pelaksanaan 174.998.940 166.241.825 8.757.115 95,00
Kerjasama

Jumlah 39.986.418.653 | 38.651.371.978 | 1.335.046.675 96,66

Berdasarkan pada tabel realisasi anggaran diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian Keuangan

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku tahun 2021, sebagai berikut:

1. Dari total pagu anggaran belanja operasi dan belanja modal setelah perubahan APBD tahun
2021 sebesar Rp. 39.986.418.653 dapat terealisasi sebesar Rp. 38.651.371.978 atau
dengan capaian realisasi sebesar 96,66 %. Persentase penyerapan belanja operasi dan
belanja modal pada tahun 2021 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan
penyerapan belanja langsung Tahun 2020 dengan tingkat persentase 73,27 %.
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2. Adapun beberapa kendala yang menyebabkan Pencapaian realisasi anggaran pada tahun
2021 belum optimal dimana Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan pada tahun 2021 dengan total pagu anggaran sebesar Rp.
51.459.000 tidak dapat direalisasikan dikarenakan dalam pelaksanaannya tidak ada
kegiatan Bimbingan Teknis yang sesuai dengan jabatan , tugas dan fungsi Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

3. Dalam pelaksanaan keuangan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah di tahun 2021,
terdapat sisa dana sebesar Rp. 1.335.046.675,- atau sebesar 3,34 %o.
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

LKIP Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja
dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, kinerja program

maupun kinerja sasaran juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan

kegagalan.

Hasil evaluasi berdasarkan pengukuran sasaran kinerja, secara rinci pencapaian sasaran strategis

pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Capaian Sasaran Kinerja Biro Pemerintahan dan otonomi Daerah Tahun 2021
s Capaian .
No. Sasaran Kinerja Kinerja (%) Predikat
1 2 3 4
Terwujudnya implementasi kebijakan pemerintah Sanaat
1 | dalam rangka peningkatan peran gubernur sebagai 100 9
. . ) Memuaskan
wakil pemerintahan di daerah
Terwujudnya fasilitasi penataan pertanahan sesuai Sangat
2 200
dengan aturan yang berlaku Memuaskan
3 Terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan 0 Sangat
dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kurang
4 Tersedlanya _data kerjasama ar_1tar daerah dan 71 Sangat Baik
implementasi kesepakatan kerjasama antar daerah
5 | Tersedianya data pemerintahan yang berbasis IT 0 Sangat
Kurang
Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi dukungan
6 pemerintah terhadap pelaksanaan pilkada, pemilu 0 Sangat
legislatif dan pemilu presiden yang berkualitas dan Kurang
demokratis.
Terwujudnya fasilitas dan kebijakan toponimi dan
. . . Sangat
7 | penamaan rupa bumi guna memperkuat integritas 100 M
. - emuaskan
dan eksistensi daerah
8 Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi kebijakan 100 Sangat
pemekaran daerah dan otonomi daerah Memuaskan
Terbinanya pelaksanaan urusan pemerintahan di Sanaat
9 [ kabupaten/kota melalui penyusunan dan pelaporan 100 Memugskan
LPPD dan EPPD
10 Terwujudnya fasilitasi dan pelaksanaan dan 100 Sangat
penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Memuaskan
Terbinanya Penyelenggaraan pemerintahan Sangat
11 | desa/negeri dan pembinaan pemerintahan 91 9
e . Memuaskan
kecamatan/kelurahan serta fasilitasi peningkatan
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Capaian
Kinerja (%)
1 2 3 4
kapasitas aparatur pemerintahan desa dan
kecamatan/kelurahan
Terwujudnya Koordinasi Dan percepatan

No. Sasaran Kinerja Predikat

12 | penerapan PATEN pada tataran pemerintahan 80 Memuaskan
kecamatan
Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi usul Sangat
13 | pemekaran kecamatan, serta data peningkatan 100 9
L . Memuaskan
status dusun menjadi desa/negeri
Rata-Rata Capaian 80,15 Memuaskan

Dari hasil evaluasi berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja baik tahun
lalu, tahun saat ini serta analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dapat diketahui bahwa
efisiensi dan efektifitas kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku tahun 2021
adalah “Memuaskan” karena pada sebagian kegiatan bahkan rata-rata telah mampu
menggunakan input (dana) lebih kecil dari rencana yang ditetapkan, namun menghasilkan output
(keluaran) dan outcome (hasil) sesuai target (rencana) yang telah ditetapkan. Dengan demikian
dari aspek kinerja program/kegiatan yang dilaksanakan “efektif dan efisien” bagi perwujudan
sasaran strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku yang ditetapkan dan
dilaksanakan pada tahun 2021.

Pelaksanaan program dan kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam rangka
mencapai target kinerja utama yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2021 dengan total pagu anggaran setelah perubahan
APBD tahun 2021 sebesar Rp. 39.986.418.653 dapat terealisasi sebesar Rp. 38.651.371.978
atau dengan capaian realisasi sebesar 96,66 %b. Persentase penyerapan belanja operasi dan
belanja modal pada tahun 2021 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan penyerapan

belanja langsung tahun 2020 dengan tingkat persentase 73,27 %.
4.2 Rekomendasi dan Saran
Untuk peningkatan capaian kinerja sebagai saran adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebaiknya
penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan tujuan
organisasi dan kemampuan sumber daya yang tersedia (baik SDM maupun alokasi
anggaran), langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan
perkembangan isu — isu strategis di bidang Pemerintahan, Otonomi daerah dan

Kerjasama.
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2. Optimalisasi pencapaian kinerja program kegiatan di lingkungan Biro Pemerintahan dan
Otonomi Daerah Setda Maluku.

3. Perlunya penyesuaian kembali terhadap keselarasan tujuan, sasaran dan Indikator
Renstra Biro Pemerintahan dengan Dokumen RPJMD.

Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro

Pemerintahan dan Otonomi daerah Setda Maluku dapat dilakukan antara lain melalui:

a) Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak
akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.

b) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang akan menjalankan program kegiatan
di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

c) Peningkatan sarana dan prasarana yang mana merupakan pendukung pencapaian tujuan
organisasi.

d) Peningkatan koordinasi dalam rangka penyamaan persepsi dengan instansi pusat dan

daerah terkait tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Demikian Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2021
ini dibuat, semoga menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja dimasa

yang akan datang.
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PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Raya Pattcmura No. 1 Ambon 97124 Tel/Fax (0911) 988377
Website : www. maiukuprov.go id, Email : inspektorat@malukuprov.qo 1a

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SETDA PROVINSI MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Pemerintahan dan
Otonomi Daerah SETDA Provinsi Maluku untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai
Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yvang dimuat dalam
Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah SETDA Provinsi Maluku.

Reviu bertujuan untuk memberikan kevakinan terbatas laporan kinerja telah
disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan
perbedaan dalam meyakini keandalan informasi vang disajikan di dalam laporan

kinerja ini.
Ambon, April 2022
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : D. N, Kaya, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Biro Pemerintahan Setda Maluku
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kasrul Selang, ST, MT
Jabatan : Sekretaris Daerah Maluku
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja Tahun 2021 seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dar
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, Januan 2021
/f/ \\\TAH O,Plhak Kedua, Pihak Pertama,
,;gf
!( Ké" g:‘
’i O,
3 : D. N. Kaya, S.Sos, M.Si
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIRO PEMERINTAHAN DAERAH SETDA MALUKU

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target
T 2 Y - A e
I [Terwujudnya [mplementast Kebijakan Pemenntah | Presentase Kebjakan yang Terimplementasi dalam rangka 100% |
dalam rangka Peningkatan Peran Gubernur aebaga:  |Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di
| _|Wakil Pemerintah di Dacrah . .{Dacrah
2 |[Terwujudnya Fasilitast Penataan Pertanahan sesua  |Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Pemanfaatan 3 lokasi
Aturan yang Berlaku Tanah bag Kepentingan Umum
3  [Terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan Presentase sinkronisasi penyeleng garaan Dekon/ TP 0%,
dekonsentrasi dan tugas pembarntuan
4 |Tersedianya Data Kerja Sama Antar Daerah dan Persentase Data Kenasama Antar Daerah vang 100%,
Implementas: Kesepakatan Kerjasama Antar Daerah [Dilaksanakan
5 |Tersedianya Data Pemerintahan yang Berbasis IT Presentase Data Pemerintahan Daerah yang 309,
Dipublikasikan
6 |Terwujudnya Fasilitasi dan Koordinasi Dukungan Presentase Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Pemilu yang 100%
Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Pilkada, Pemilu  [Demokratis
Legislatif dan Pemilu Presiden yang Berkualitas dan
D ;
7 |Terwujudnya Fasilitas: dan Kebijakan Toponimi dan |Presentasc Nama-Nama Rupa Bumi yang Terverifikasi 95%, |
Penamaan Rupa Bumi Guna Memperkuat Integnitas |sesuai Target
dap Eksistens) Daerah
8 |Terwujudnya Koordinasi dan Fasilitasi Kebijakan Presentase Fasilitasi Pemekaran Daerah dan Otonomy T00%
Pemekaran Daerah dan Otonomi Daerah Daerah
9  |Terbinanya Pelaksanaan Urusan Pemenntahan di Presentase LPPD dan EPPD yang Berkualitas 100%
Kabupaten/Kota melalui Penyusunan dan Pelaporan
LPPD dan EPPD
10 |Terwujudnya Fasilitas: dan Pelaksanaan dan Presentase Fasilitas: Penerapan SPM 100%,
| Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM]
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Terbinanya Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa/Negeri dan Pembinaan Pemerintahan
Kecamatan /Kelurahan serta Fasilitasi Peningkatan
Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan

Kecamatan/Kelurahan

12

Presentase Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa/Negeri, Kelurahan dan Kecamatan

160%

Terwujudnya Koordinasi dan Percepatan Penerapan
PATEN pada Tataran Pemerintahan Kecamatan

Presentase Kabupaten /Kota yang Menerapkan PATEN

50%

13

Terwujudnya Fasilitasi dan Koordinasi Usul
Pemekaran Kecamatan, serta Data Peningkatan

Status Dusun Menjadi Desa/Negeri

No

Presentase Fasilitasi Pemekaran Desa dan Kecamatan

100%

Program Anggaran Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp 439,597,707 APBD
Provinsi
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah Rp 36,763,902,203 APBD
Ambon, Januan 2021

NIP. 19660428 199703 1 007

Kepala Biro Pemerintahan

Setda Maluku,
p:.-!_‘ . !P—Q’
Pemb Tingkat I

NIP. 19690906 198902 1 002




PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pattimura Nomor 1 Telepon 314246 Fax 314246

AMBON 97124

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA MALUKU

Menimbang

Mengingat

NOMOR : 27/PEM/1/2021
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

BIRO PEMERINTAHAN SETDA MALUKU TAHUN 2021

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA MALUKU,

bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan
pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan
program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Biro
Pemerintahan, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan
berupa Indikator Kinerja Utama;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Biro
Pemerintahan Setda Maluku tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama Biro Pemerintahan Setda Maluku Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi
Pemerintah;



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

10.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Rewviu Atas Perjanjian Kinerja;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Maluku;

Peraturan Gubernur Maluku Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Inspektorat Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN :

Keputusan Kepala Biro Pemerintahan Setda Maluku tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Biro Pemerintahan Setda
Maluku Tahun 2021. sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini, merupakan acuan kinerja yvang digunakan oleh
Biro Pemerintahan Setda Maluku untuk menyusun Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja Tahunan (Renja),
mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun
dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi
pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis
(Renstra) Biro Pemerintahan Setda Maluku Tahun 2021.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 22 Januari 2021

NIP. lgﬁgﬂgﬂﬁ 198902 1 002



NAMAQOPD
TUGAS

FUNGSI

INDIKATOR KINERJA UTAMA {IKU) 2021

Biro Pemerintahan Setda Maluku

Membantu Asisten Tata Pemerintahan dalam Pengkoordinasian Penyusunan
Kebijakan dan Pengkoordinasian Administratif Terhadap Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah serta Pelayanan Administratif di Bidang Pemerintahan.

1. Penyusunan program bidang pemerintahan sesuai dengan Rencana Strategis Daerah atau RPJMD.

2. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan.

3. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan.
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan.

5. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil Negara pada instansi daerah di bidang pemerintahan.

6. Pelaksanaan ketatausahaan, dan.

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tata Pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya.

NO

peran Gubernur sebagai
pemerintah  di

wakil
wilayah

pelaksanaan implementasi

otonomi
handal dan

KINERJA UTAMA
TUJUAN SASARAN
Terwujudnya  penguatan | Tenwujudnya implementasi

kebijakan pemerintah dalam
rangka peningkatan peran
gubernur  sebagai  wakil
pemerintah di daerah

Provinsi  dan

daerah  yang
berkualitas |

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENANGGUNG
JAWAB

PENJELASAN/ALASAN/
FORMULAS! PERHITUNGAN
USULAN HASIL REVIU

Preséntasi ketﬁ];l-k_an yang
terimplementasi dalam rangka
penguatan peran

' Terbinanya  pelaksanaan
'urusan  pemerintahan  di
| Kabupaten/Kota melalui
! penyusunan dan Pelaporan
' LPPD dan EPPD

Presentasi LPPD -éj—an EPPD

yang berkualitas

| 100%

Jumlah  Kab/Kota

' SUMBER DATA

Jumlah kebijakan pemerintahy Bagian Otonom:
sebagai peran Gubernur dibagi Daerah, Bagian
keseluruhan  kebijakan  dikali Bina Administrasi
Kewilayahan dan
Bagian Bina
Permrerintahan
Desa &
Kecamatan

lingkup Provinsi yang menyam- Daerah
paikan dibagi jumlah Kab/Kota
se-Maluku dikali 100%

dan OPD Bagian Otonomi

Renstra Biro

Dokumen LPPD
Provinsi Maluku

|




Terwujudnya perifn@kéfé?f

tugas-tugas  pembinaan
administrasi kewilayahan
 melalui  koordinasi yang
sinergitas dengan instansi
terkait dan stakeholder
masyarakat

wféfv&ujﬁdnya

fasilitasi

penataan
' sesuai aturan yang berlaku

!
pertanahan |

Penataan penguasaan, kepe-
milikan dan pemanfaatan tanah,
bagi kepentingan umum '

———-

kebijakan toponimi  dan
penamaan rupa bumi guna
memperkuat integritas dan

eksistensi daerah.

Terwujudnya pelaksanaan
pembinaan pemerintahan

desa/negeri secara efektif |

Terbinanya penyele'ri‘ggata-

an pemerintahan  desa/
negeri dan  pembinaan
pemerintahan  kecamatan/
kelurahan serta fasilitasi
' peningkatan kapasitas
| aparatur pemerintahan
'desa dan  kecamatan/
kelurahan

Terwujudnya fasilitasi dan |

Presentase nama-nama rupa
bumi yang terverfikasi sesuai
target

Presentase pembinaan penye
lenggaraan pemerintahan desaf
negeri, kelurahan dan kecamatan

NIP. 19630906 198902 1 002

Jumlah lokasi yang ditetapkary Bagian Bina SK Penetapan
dibagi jumlah lokasi peren{ Administrasi Lokasi
- canaan dikali 100% Kewilayahan
Jumlah nama-nama rupa bumi Bagian Bina Permendagri
yang telah diverifikasi dibag{ Administrasi tentang Data
jumlah yang diinventarisir dikal{ Kewilayahan Wilayah
100% administrasi
pemerintahan
Jumlah Kab/Kota pembinaan Bagan Bina Permendagri
dibagi jumlah Kab/Kota se{ Pemerintahan tentang Data
Maluku dikali 100% Desa & Wilayah
Kecamatan administrasi
pemerintahan
dan Keputusan
Gubernur
tentang data
wilayah adm

Provinsi Maluku
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